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KATA PENGANTAR
DIREKTUR PEMBERDAYAAN WAKAF

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa
dengan rahmat dan karunia-Nya buku Himpunan Peraturan
Perundang-undangan Tentang Wakaf dapat diterbitkan kembali
pada Tahun Anggaran 2016.

Buku Himpunan Peraturan perundang-undangan berisikan
kumpulan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal
tentang pelaksanaan perberdayaan harta wakaf.

Buku Himpunan Peraturan perundang-undangan diharap-
kan dapat dijadikan pedoman bagi para pejabat teknis
penyelenggara wakaf, praktisi, Nazhir organisasi dan/ atau
berbadan hukum dan masyarakat pada umumnya.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam .
upaya meningkatkan pemberdayaan wakaf.

© Juni 2016

sliardi Abbay, SH, MH
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SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas izin
dan ridha-Nya kita dapat menerbitkan kembali buku Himpunan
Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama
dewasa ini adalah memberdayakan wakaf yang merupakan salah
satu instrument dalam membangun kehidupan sosial ekonomi
umat islam. Dalam hubungan ini, Kementerian Agama akan
terus berupaya mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan
dan pengembangan wakaf secara berkesinambungan, baik harta
benda wakaf tidak bergerak maupun bergerak, khususnya wakaf
berupa uang.

Bagian-bagian penting dari konsep pemberdayaan dan
pengembangan wakaf secara umum "antara lain mengurai
tentang pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen
modern pemberdayaan dan pengembangan potensi wakaf yang
ada.

Untuk itu, kehadiran buku peraturan perundang-undangan
yang memuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lainnnya yang berkaitan dengan
pemberdayaan Wakaf.

Dengan kehadiran buku ini diharapkan perhatian dan
kepedulian publik terhadap pengembangan pengelolaan wakaf
lebih meningkat sesuai dengan harapan dan keinginan kita.



Semoga Allah SWT memberkati niat baik dan upaya yang kita
l[akukan. Amin

Jakarta, Mei 2015
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UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata
keagamaan vyang memiliki potensi dan
manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif
dan efisien untuk kepentingan ibadah dan
untuk memajukan kesejahteraan umum;

b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum
yang telah lama hidup dan dilaksanakan
dalam masyarakat, yang pengaturannya
belum lengkap serta masih tersebar dalam
berbagai peraturan perundang-undangan.

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-
mana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
dipandang perlu membentuk Undang-Undang
tentang Wakaf.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal
33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.



Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/
atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

lkrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang
diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk
mewakafkan harta benda miliknya.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf
dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki
daya taban lama dan/atau manfaat jangka panjang sérta
mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan
oleh Wakif.



6. Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf, selanjutnya disingkat
PPAIW, adalah pejabat berwenang yang dltetapkan oleh
Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

7. 'Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk
mengembangkan perwakafan di indonesia.

8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang
agama.

BAB i
DASAR-DASAR WAKAF
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3
Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai
dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaatekonomis harta
benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan
kesejahteraan umum.



Bagian Ketiga
Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai
berikut:

a. Wakif;

b. Nazhir;

c. Harta Benda Wakaf;

d. I|krar Wakaf,

e. Peruntukan harta benda wakaf;
f.  Jangka wakiu wakaf.

Bagian Keempat

Wakif
Pasal 7
Wakif meliputi:
a. perseorangan,
b. organisasi;
c. badan hukum.
Pasal 8

(1) Wakif persecrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi
persyaratan:

a. dewasa,

b. berakal sehat;

c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
d. pemilik sah harta benda wakaf.



(@)

(3)

Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi
ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf

-milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi

yang bersangkutan.

Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf ¢ hanya dapat melakukan wakaf apabila
memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta
benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran
dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Nazhir
Pasal 9
Nazhir meliputi:
a. perseorangan,
b. organisasi; atau
c. badan hukum.
Pasal 10

(1)

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi
persyaratan .

warga negara Indonesia;

beragama Isiam;

dewasa;

amanah;

mampu secara jasmani dan rohani; dan

tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

=000 oD



(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b

hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi
persyaratan nazhir perseorangan Ssebagaimana di-
maksud pada ayat (1}, dan

b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

(3} Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal @ huruf c

hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan;

a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenunhi
persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan

b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

¢. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan
Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas;

a.
b.

melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai
dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;

mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf
Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud datam
Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih
atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang
besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

8



Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan
Wakaf Indonesia.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan
Wakaf Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan
Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan
dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

(1} Harta benda wakaf terdiri dari:

a. benda tidak bergerak; dan

b. benda bergerak.

(2} Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi :

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah
maupun yang belum terdaftar;

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas
tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;



tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku;
bendatidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena
dikonsumsi, meliputi:

@ ~® a0 0

uang;
loganm mulia;

surat berharga;

kendaraan;

hak atas kekayaan intelektual;
hak sewa; dan

benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
lkrar Wakaf

Pasal 17

tkrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di
hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua)} orang saksi.

Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
gsecara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta
ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan
atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena:
alasan yang dibenarkan cleh hukum, Wakif dapat menunjuk
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kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang
saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya
menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda
wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
a. dewasa;

b. beragama Islam;

c. berakal sehat;

d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling
sedikit memuat:
a. nama dan identitas Wakif;
b. nama dan identitas Nazhir;
c. data dan keterangan harta benda wakaf;
d. peruntukan harta benda wakaf;
e. jangka waktu wakaf.

{3) Ketentuan lebih ianjut mengenai akta ikrar wakaf sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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Bagian Kedelapan
Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda
wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a.
b.
C.

sarana dan kegiatan ibadah;
sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,;

bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea
siswa;

kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak ber-
tentangan dengan syariah dan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 23

Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada
pelaksanaan ikrar wakaf.

Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda
wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda
wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan

Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis
hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2
{dua} orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud datam Pasal 20.
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Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakatkan dengan wasiat paling banyak
1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi
dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli
waris.

Pasal 26
(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat
setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.

(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertindak sebagai kuasa wakif.

(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara
perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam bal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima
wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan
dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk
melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuiuh
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uvang melalui
lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

{1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan
kehendak Wakif yang dilakukan secara tertutis.

13



{2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

{3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah
kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta
benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan
harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat
Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa
uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan
Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB Ill

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN
HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf
kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :

a. salinan akta ikrar wakaf;

14



b. surat-surat danfatau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen
terkait lainnya.

Pasal 34
Instansi yang berwenang menerbitkan bukti péndaftaran harta
benda wakaf.

Pasal 35
Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya,
Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi
yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda
wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda -
wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan
pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada
masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran
dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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BAB IV
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

© "0 a0 oo

(1)

{2)

(4)

16

dijadikan jaminan;

disita;

dihibahkan;

dijual;

diwariskan;

ditukar; atau

dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f
dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan
digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana
umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan
dengan syariah.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis
dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena
ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai
tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf
semula.

Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

(1)

(2)

3)

(M

(2)

Pasal 43

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh
Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksana-
kan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
produktif,

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin,
maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta
benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf
Indonesia.

lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat
dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan
dalam ikrar wakaf,
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Pasal 45

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila
Nazhir yang bersangkutan :

(3)

a.
b.

meninggal dunia bagi Nazhir persecrangan;

bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;

atas permintaan sendiri;

tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/
atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan
dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf
Indonesia .

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang
dilakukan oteh Nazhir lain karena pemberhentian dan
penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan
peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan
serta fungsi wakat.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengem-
bangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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BAB VI
BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan per-
wakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen
dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan
di provinsi dan/ atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola
dan mengembangkan harta benda wakaf;

b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf berskala nasional dan internasional;

¢. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan
peruntukan dan status harta benda wakaf;

d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;

e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda
wakaf;

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah
dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
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{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan
instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi
masyarakat, para ahli, badan internasionat, dan pihak lain
yang dipandang perlu,

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan
pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 51

(1) Badan Wakaf Indcnesia terdiri atas Badan Pelaksana dan
Dewan Pertimbangan.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan
Wakaf Indonesia.

Pasal 52

(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-
masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 {dua) orang
Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana
dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagai-
mana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan oleh para anggota.
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Bagian Ketiga
Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling
sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh)
orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf
Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi per-
syaratan;

a.
b.

@ >0 a0

warga negara Indonesia;

beragama Islam,

dewasa;

amanah;

mampu secara jasmani dan rohani;

tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau penga-
tamandibidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya
di bidang ekonomi syariah; dan

mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembang-
kan perwakafan nasional.

(2} Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota
Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf
Indonesia.
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Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 585

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan di-
berhentikan oleh Presiden.

(2} Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah
diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan
dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf
Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa
jabatan selama 3 (tiga} tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 {satu} kali masa jabatan.

Pasal 57

{1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan
Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.

{2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf
Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan
oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan
Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya
terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum
berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.
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Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 59
Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia,
Pemerintah wajib membantu biaya operasional.
Bagian Keenam

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas,
fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta
susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia
diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 61

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf
Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit
oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada
Menteri.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan kepada masyarakat.
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BAB VIl
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62
(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2} Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui
mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi
wakaf:

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia;

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran
dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesta
dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat,
para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang
perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan
akuntan pubilik.
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Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan
pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

(3)

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN
SANKSI| ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 67

Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, meng-
hibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk -
pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah
diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau
tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 {lima) tahun dan/atau pidana
denda paiing banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan
harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Sefiap orang yang dengan sengaja menggunakan
atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang
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(1)

(2)

(3)
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ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 68

Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas

pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh

lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di
bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;

c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian
dari jabatan PPAIW.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini,
dinyatakan sah sebagai wakaf menurut undang-undang ini.



(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar-
kan dan diumumkan paling lama 5 {lima} tahun sejak undang-
undang ini diundangkan. '

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan
undang-undang ink.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tid.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

UumMumM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah
memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan
tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang
terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat
ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan
kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf
sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan
menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga
memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara fain;
untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu
dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip
syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga
dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara
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sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak
ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu,
tidak hanya karena ketalaian atau ketidakmampuan Nazhir
datam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau
belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya
dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi
kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum
nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf.
Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasar-
kan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantum-
kan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula
berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai
berikut : '

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf
guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini
menegaskan bahwa perbuatan hukumwakafwajib dicatat
dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan
serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai
dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus
dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan
antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan
harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli
waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk
kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan
dan fungsi wakaf

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara
umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak
bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-
undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian



kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik
berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia,
surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual,
hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat
mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah
adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya
badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang
melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar
memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata
untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi
juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum
dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi
harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan
harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan
ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut
sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur
tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf,
periu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.

Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan
Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan
di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut
merupakan lembaga independen yang melaksanakan
tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan
terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengem-
bangan harta benda wakaf berskala nasional dan
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internasional, memberikan persetujuan atas perubahan
peruntukan dan status harta benda wakaf, dan mem-
berikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah
dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal &
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/
atau badan hukum adalah perseorangan warga negara
Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia
atau organisasi asing dan/ atau badan hukum Indonesia
atau badan hukum asing.

Pasal 8
Cukup jelas



Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/
atau badan hukum adalah persecrangan warga negara
Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus
proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada
dalam masyarakat.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1}
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas

huruf ¢
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan
syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain
mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemiii_kan
atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya



kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian
keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya
hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan
agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara
lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan
wakaf.
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Pasal 28

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah
adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang
keuangan syariah.

Pasal 29

Ayat (1)
Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut
dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah di-
maksud.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah
Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak
selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas
pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak
selain uang yang tidak terdaftar (unregistered goods)
adalah Badan Wakaf Indonesia. B



Pasal 33
Cukup jetas

Pasal 34
Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah
Badan Pertanahan Nasional.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak
selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas
pokoknya.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak
selain uang yang tidak terdaftar (unregistered goods)
adalah Badan Wakaf Indonesia.
Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda
wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh
instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan
harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada
negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah
Badan Pertanahan Nasional.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak
selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas
pokoknya.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak
selain uang yang tidak terdaftar (unregistered goods)
adalah Badan Wakaf Indonesia.
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Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumbkan harta benda wakaf
adalah dengan memasukan data tentang harta benda
wakaf dalam register umum. Dengan dimasukannya data
tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka
terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat
dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
dilakukan secara produktif antara lain dengan cara
pengumpulan, investasi, penanaman modal, produkst,
kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan,
perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan



gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan,
pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun
sarana kesehatan dan usaha-usaha vyang tidak
bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah
adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat
dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah
atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di
daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia ber-
konsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas
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Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas



Pasal 62

Ayat {1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian
sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator)
yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa,
Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan
sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa
kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan
arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan
sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke
pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas
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Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4459



PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42
TAHUN 2006 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42
TAHUN 2006 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41,
Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 159;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4459).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

48

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/
atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Ilkrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang
diucapkan secara lisan danfatau tulisan kepada Nazhir untuk
mewakafkan harta benda miliknya.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf
dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.

Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh
manfaat dariperuntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan
kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta tkrar Wakaf.

Akta lkrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah
bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan
harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan
peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam
bentuk akta.



7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan
oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir
tentang penyerahan wakaf uang.

8. Pejabat Pembuat Akta |krar Wakaf, yang selanjutnya di-
singkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan
oleh Menteri untuk membuat Akta lkrar Wakaf.

9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat
LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang
keuangan syariah.

10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha
Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Per-
kreditan Rakyat Syariah.

11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI,
adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya
untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat
dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen
Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat
kecamatan.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.
BAB i
NAZHIR
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Nazhir meliputi;
. a. perseorangan;
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b. organisasi; atau

c. badan hukum.

(1)

Pasal 3

Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk
kepentingan pihak yang dimaksud dalam AW sesuai dengan
peruntukannya.

(2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak

3)

(1)

(2)

(3)
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membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.

Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta
benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Nazhir Perseorangan

Pasal 4

Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi
persyaratan menurut undang-undang.

Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di-
daftarkan pada Menteri dan BWI| melalui Kantor Urusan
Agama setempat.

Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir
dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor
Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia
di provinsi/ kabupaten/ kota.

BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.

Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang
terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang
diangkat menjadi ketua.



(6) Salah seorang Nazhir persecrangan sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

pada ayat (5} harus bertempat tinggal di kecamatan tempat
benda wakaf berada.

Pasal 5

Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
berhenti dari kedudukannya apabila:

a. meninggal dunia;

b. berhalangan tetap;

c. mengundurkan diri; atau
d. diberhentikan oleh BWI.

Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan
berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

Pasal 6

Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari
kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan
Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir
perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut
akan ditetapkan cleh BWI.

Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari
kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk
wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka
waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan
kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah
meninggal dunia.

Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat,
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
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Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor
Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/
kabupaten/kota.

Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tabun sejak AlW
dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik
atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya
berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan
penggantian Nazhir.

Bagian Ketiga
Nazhir Organisasi

Pasal 7

Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI
melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)}, pendaftaran Nazhir
dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor
Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/
kabupaten/ kota.

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak
di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau
keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir
perseorangan;

b. salah sedrang pengurus organisasi harus berdomlsm di
kabupaten/kota letak benda wakaf berada;

c. memilikk
1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran
dasar,



(4)

(5)

(1)

(2)

(M

(2)

daftar susunan pengurus;

anggaran rumah tangga;

program kerja dalam pengembangan wakaf;

daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang
terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan
kekayaan organisasi; dan

6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

A S

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-lakukan
sebelum penandatanganan AIW.

Pasal 8

Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir
organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap
danfatau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka
Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang
fidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan
larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta
benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum
dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi ber-sangkutan
wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BwI.

Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti
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hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran
dan pertimbangan MU setempat.

(3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka
Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif
atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk
pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir
organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap
dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat
oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan
kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian Keempat
Nazhir Badan Hukum

Pasal 11

(1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWj
melalui Kantor Urusan Agama setermpat.

(2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir
dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor
Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/
kabupaten/kota.

(3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:
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(4)

m

(2)

a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan
Islam;

b, pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan
Nazhir perseorangan;

¢. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili
di kabupaten/kota benda wakaf berada;
d. memiliki:

1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran
dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi
berwenang;
daftar susunan pengurus;
anggaran rumah tangga,
program Kkerja dalam pengembangan wakaf;
daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta
benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan
hukum: dan
6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

e wp

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak
melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan
dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW,
maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib
menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.

Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan
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(1)

(2)

36

diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan
saran dan pertimbangan MUI setempat.

Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka
Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif
atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BW! untuk
pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Kelima
Tugas dan Masa Bakti Nazhir

Pasal 13

Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7
dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola,
mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda
wakaf.

Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri
dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana
dimaksud pada avat {1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 14

Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali.

Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan
telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode
sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan.



BAB NI

JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF
DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Bagian Kesatu

Jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

a.
b.
C.

benda tidak bergerak;
benda bergerak selain uang; dan
benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1
Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a meliputi :

a.

hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum
terdaftar;

bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanabh;

hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip
syariah dan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 17

(1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

(2)

(3}
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a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;

b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di
atas tanah negara,

c. hakgunabangunan atau hak pakaidiatas hak pengelolaan
atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak
pengelolaan atau hak milik;

d. hak milik atas satuan rumah susun.

Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka
diperiukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan
atau hak milik.

Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara
sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan
tidak dijaminkan.

Pasal 18

Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat
diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali
wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat {1} huruf ¢.

Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau
tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan
tanah.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) j.fang
diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah,
BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang
setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang
berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.



Paragraf 2

Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

(1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya

(2)

(3)

4)

yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena
ketetapan undang-undang.

Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang
dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena
pemakaian.

Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian
tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak
yang persediaannya berkelanjutan.

Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena
pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan
ketentuan prinsip syariah.

Pasal 20
Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan
meliputi
a. kapal,
b. pesawat terbang;
c. kendaraan bermotor;
d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada

1

bangunan;
logam dan batu mulia; dan/atau

benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak
karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

59



Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-
undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah sebagai berikut:
a. surat berharga yang berupa:

1. saham;

2. Surat Utang Negara;
3. obligasi pada umumnya; dan/atau
4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
hak cipta;
hak merk;
hak paten;
hak desain industri;
hak rahasia dagang;
hak sirkuit terpadu;
hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
hak lainnya.

O NGO REDh =

c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:

1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda
bergerak; atau

2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih
atas benda bergerak.

Paragraf 3
Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22
(1) Wakafuang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
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(2) Dalam hal vang yang akan diwakafkan masih dalam mata
uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam
rupiah.

(3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang (LKS-PWU)} untuk menyatakan kehendak wakaf
uangnya;

b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan
diwakafkan,;

c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;

d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang
berfungsi sebagai AIW.

(4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau
kuasanya.

(5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa
uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya
Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melaiui
LKS yang ditunjuk cleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf
Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

(1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri- sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.

(2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran
instansi terkait.
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3

(4)

Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. menyampaikan permohonan secara ftertulis kepada
Menteri;

b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai
badan hukum;

¢. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;

d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan

e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).

BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling

lambat 30 (tiga puluh} hari kerja setelah LKS memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagai-

mana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7

(tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permchenan
dimaksud.

Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

a.
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mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai
LKS Penerima Wakaf Uang;

menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;

menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama
Nazhir;

menempatka'n uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah)
atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;

menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan
secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;



f.

menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan
sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan
sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan

g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan
mengenai:

a
b
c
d
e.
f.
9
h

nama LKS Penerima Wakaf Uang;

nama Wakif:

alamat Wakif;

Jumlah wakaf uang;

peruntukan wakaf;

jangka waktu wakaf;

nama Nazhir yang dipilih;

alamat Nazhir yang dipilih; dan

tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum
wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka
wakiu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah
pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya
melalui LKS-PWU.
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Bagian Kedua

Akta lkrar Wakaf {AIW) dan
Akta Pengganti Akta |krar Wakaf (APAIW)}

Paragraf 1
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi
persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau
sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda
bukti pemilikan tanah lainnya.

Pasal 29

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi
persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda
bergerak selain uang.

Pasal 30

(1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk
AlIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan,
diselenggarakan dalam Majelis lkrar Wakaf yang dihadiri
oleh Nazhir, Mauquf alaifr, dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang saksi.

(2) Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis |krar Wakaf
untuk wakaf-benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan
dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih.

(3) Dalam hal Mauguf alaih adalah masyarakat luas (publik),
maka kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis lkrar Wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.



(4} Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahii.

(5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat
berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.

(6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahii telah punah,
maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi

wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AW
sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan
berbagai petunjuk (garinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW
tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau
tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

Pasal 32

(1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan
PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1).

(2) lkrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diterima
oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh
Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih.

(3) lkrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh
Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.

(4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:

a. nama dan identitas Wakif;
b. nama dan identitas Nazhir;
c. nama dan identitas saksi;
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d. data dan keterangan harta benda wakaf;
e, peruntukan harta benda wakaf; dan
f.  jangka wakiu wakaf.

(5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum,
maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah
nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
masing-masing.

{6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka
nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang
ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata
cara pengisian AW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan
benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Tata Cara Pembuatan Akta tkrar Wakaf

Pasal 34

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak
selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20
dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi
perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
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(1)

(2)

3)

(4)

dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan
AlW dianggap sah apabila dilakukan dalam Maijelis lkrar
Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

AW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 {dua}
orang saksi, dan/atau Mauguf alaih disahkan oleh PPAIW,

Salinan AlW disampaikan kepada:

1. Wakif:

2. Nazhir:

3. Mauquf alaih;

4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda
wakaf berupa tanah; dan

5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf

berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda
bergerak selain uang.

Pasal 35

Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat
atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang
mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya
petunjuk {(qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.

Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW,
maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada
wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW
setempat.

PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW
beserta dokumen pelengkap lainnya kepada  kepala
kantor pertanahan kabupaten/ kota setempat dalam rangka
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pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh} hari sejak penandatanganan
APAIW.

Pasal 36

Harta benda wakaf waijib diserahkan oleh Wakif kepada Naznir
dengan membuat berita acara serah terima paling lambat
pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan
dalam Majelis |krar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1)

Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian
harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan
Nazhir.

Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah
dinyatakan dalam AIW.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf {PPAIW)

Pasal 37

PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah
Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan
urusan wakaf.

PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah
Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah
Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat
Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.



{4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk
membuat AlW di hadapan Notaris.

{5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW diitetapkan oleh Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN
DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Paragraf 1
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Pasal 38

{1} Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah
dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas
satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti
pemilikan tanah lainnya;

b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa
tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak
dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah
atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh
camat setempat;

¢. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya
diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah,
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BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain
yang setingkat dengan itu;

izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam
sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan
izin pelepasan peralihan;

izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik datam
hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan
di atas hak pengeloiaan atau hak mifik.

Pasal 39

(1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan
AlW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut;
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a.

terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan
menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian
dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan
sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan
menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang
berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi
tanah wakaf atas nama Nazhir:

terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau
hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan
persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang
di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf
atas nama Nazhir;

terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan
masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf
atas nama Nazhir;



f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan
kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah
yang bersangkutan pada buku tanah dan senrtifikatnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf

tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di
bidang pertanahan.

Paragraf 2
Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan AlW dari;

a.

(1)

(2)

(3)

benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi
yang berwenang;

benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang
memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau
bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah
tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut
dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif
menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak
kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran
dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait
dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.

Untuk bendabergerak yangtidakterdaftar, Wakif menyerahkan
tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa
faktur, kwitansi atau bukti fainnya.

Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki
tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif
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membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak
tersebut yang diketahuioleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan
oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda
bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri
berdasarkan usul BWI.

Paragraf 3
Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

(1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang
kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

(2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk
diadministrasikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran
wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 44

(1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen
Agama dan BWI| untuk dimuat dalam register umum wakaf
yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

(2} Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi
tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat
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dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen
Agama dan BWI.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

(1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam
AIW.

{2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan
kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan
pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari
perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan
hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta
harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus
melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya
perbuatan wakaf.

Pasal 48

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus
berpedoman pada peraturan BWI.
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(2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf
uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-
produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

(3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka
waktu tertentuy, maka Nazhir hanya dapat melakukan
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang
pada LKS-PWU dimaksud.

(4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf
uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti
program lembaga penjamin simpanan sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan.

{5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf
uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank
syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

BAB VI
PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 49

(1} Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran
dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan
pertimbangan BWI.

{2) Izin tertulis dart Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai
berikut:

a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk
kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum
Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan
prinsip syariah;

b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai
dengan ikrar wakaf, atau
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C.

pertukaran dilakukan untuk kepertiuan keagamaan secara
langsung dan mendesak.

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan
jika:

(4)

a.

harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti
kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-
kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hurufb ditetapkan oleh bupati/walikota
berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri
dari unsur:

.

® a0 g

pemerintah daerah kabupaten/kota;

kantor pertanahan kabupaten/kota;

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut;

harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf;
dan

harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan
mudah untuk dikembangkan.

a.
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Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah
statusnya dilakukan sebagai berikut:

a.
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Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri
melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan
menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar
tersebut;

Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan ter-sebut
kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;

Kepaia Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah
menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan
susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4},
dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat
Keputusan;

Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota
meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil
penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan
tersebut kepada Menteri; dan

setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka
tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus ditaporkan
oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait
untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB Vil
BANTUAN PEMBIAYAAN
BADAN WAKAF INDONESIA
Pasal 52

Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama
10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen
Agama dan dapat diperpanjang;



(2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada
Menteri.

BAB Vil
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

(1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri
dan BWI.

{2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional
Nazhir wakaf baik persecrangan, organisasi dan badan
hukum;

b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian
fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan
pengembangan terhadap harta benda wakaf,

c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;

d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AlW, baik wakaf
benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;

e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk
melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada
Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan

f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari
dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan
pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan
‘pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.



(N

(2)

(3)

{4)

(5)
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Pasal 55

Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun.

Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan
terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan
dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan
lainnya.

Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan
moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan
profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pasal 56

Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah
dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.

Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan
langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun.

Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan
atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan
dengan pengelolaan wakaf.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di-maksud
pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta
bantuan jasa akuntan publik independen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.



BAB IX
SANKS| ADMINISTRATIF

Pasal 57

(1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-

(2)

(3)

(4)

(1

PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25.

Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk
3 (tiga} kali kejadian yang berbeda.

Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-
PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah
menerima 3 kali surat peringatan tertulis.

Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-
PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari
LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi
terkait.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda
tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda
lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut
syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut
peraturan  perundang-undangan sebelum  berfakunya
Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut
ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:

a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan
sudah ada AlW;
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b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara
fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau
Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan
fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda
wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau

c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli
waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi
wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang
mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan
penetapan pengadilan.

(2} Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang
menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan
penerimaan wakaf uang melalui rekening wadi’ah pada
LKS-PWU yang ditunjuk cleh Mentert;

b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib
mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-
PWU.

(3) PadasaatbertakunyaPeraturanPemerintahini, perseorangan,
organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang
wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melaui KUA
setempat untuk menjadi Nazhir.

Pasal 59

Sebelum BWI| terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh
Menteri.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf
yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak
bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
HAMID AWALUDIN
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006
NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARARI
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKATF






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

UMUM

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal
31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68
yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan
ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan
untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami
masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat
pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan LKS,
sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan
penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang
peran penting dalam mengelola dan mengembangkan
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harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir
dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan
hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melfalui
Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di
provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh fanda
bukti pendaftaran Nazhir. Ketertuan mengenai syaratyang
harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran,
pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas
dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan
keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja
Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi
harta benda wakaf.

. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun

tertulis yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk
berwakaf kepada Nazhir memerlukan pengaturan rinci
tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf
yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam
Majelis [krar Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua
arang Saksi serta wakil dari Mauquf alaih apabila ditunjuk
secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh
manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak
Wakif. Kehadiran Mauquf alaih dianggap perlu agar pihak
yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta
benda wakaf menurut kehendak Wakif dapat mengetahui
penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip
ekonomi syariah.

. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara wakaf ahii
yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf
terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf
khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat
umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka



pernyataan kehendak Wakif dalam Majelis lkrar Wakaf
harus dijelaskan maksudnya, apakah Mauquf alaih adalah
masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan
hubungan darah {nasab) dengan Wakif. Ini berarti bahwa
pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk wakaf
khairi maupun wakaf ahli. Peruntukan wakaf untuk
Mauqguf afafh tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan
pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama
kerabat secara turun temurun. Dengan demikian berbagai
keterangan yang dimuat dalam AIW sebagai dokumen
penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan
penting bagi semua pihak.

. Berdasarkan pertimbangan tentang diperlukannya harta
benda wakaf diatur secara rinci, maka Peraturan
Pemerintah ini mencantumkan ketentuan mengenai
wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan,
tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah,
wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak
selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan
konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan peraturan
perundang-undangan lain yang terkait. Benda bergerak
selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim
dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak
karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan
atau karena ketetapan undang-undang. Mengingat
jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang
berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa
uang yang melibatkan peran institusi LKS diatur secara
khusus. Dengan demikian pengaturan wakaf uang harus
mempertimbangkan keberadaan LKS yang memiliki
produk-produk dan/atau instrumen keuangan syariah.

. Berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan karak-
teristik harta benda wakaf tersebut, maka di samping
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kewenangan PPAIW yaitu Kepala Kantor Urusan Agama
atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf,
maka LKS yang ditunjuk Menteri berdasarkan saran
dan pertimbangan BWI diberi kewenangan menerima
wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaft Uang yang
selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada

Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.

6. Sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut,
pengaturan mengenail tata cara pendaftaran harta benda
wakaf dibedakan antara:

a. tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak
bergerak berdasarkan AW atau APAIW setelah
memenuhi persyaratan tertentu;

b. tata cara pendaftaran wakaf uang melalui LKS, yang
atas nama Nazhir menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang;

c. tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain
uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan
sifat benda bergerak tersebut.

. PPAIW berkewajiban menyampaikan AIW kepada Menteri
melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWI agar
dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan
oleh Menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas
publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat
mengakses informasi tentang wakaf.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jeias.

Pasal 2
Cukup jelas.



Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir
dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanya-
lah pihak yang mengadministrasikan, mengelola,

mengembangkan, mengawasi dan melindungi
harta benda wakaf.

Avat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan undang-undang pada ayat
ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004
tentang Wakaf.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Tempat pendaftaran pada ayat ini sesuai dengan
tertib urutan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar
pengelolaan harta benda wakaf dapat berlangsung
secara berkesinambungan dan menjaga harta
benda wakaf tidak masuk ke dalam harta pribadi
dan/atau masuk dalam harta waris. Tiga Nazhir
perseorangan yang ditunjuk Wakif dapat mengatur
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pembagian tugas dan wewenanguniuk mewujudkan
peruntukan harta benda sesuai dengan pernyataan
kehendak Wakif.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2}
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mem-
berikan kewenangan kepada Wakif atau ahli

warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa
melalui KUA dan keputusan BWI.



Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud “Nazhir yang diangkat oleh Nazhir

organisasi’ dalam ayat ini adalah pelaksana dari
Nazhir organisasi yang bersangkutan.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir
organisasi, BWI harus memperhatikan Ketentuan

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
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Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan
tanah™ adalah segala sesuatu yang dibangun,
ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan
dengan tanah.

Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Nazhir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada
instansi yang berwenang agar dapat diperoleh



sertifikat atas tanah hak guna bangunan,
hak guna usaha atau hak pakai yang telah
diwakafkan.

Huruf ¢
Nazhir berkewajiban untuk mengurus pelepasan

hak pengelolaan atau hak milik dari pemegang
hak yang bersangkutan.

Dalam hal Nazhir tidak berhasil memperoleh
pelepasan hak pengelolaan atau hak milik yang
bersangkutan maka Wakaf atas tanah tersebut
tetap berlaku sampai hak guna bangunan atau
hak pakai yang berada di atas tanah negara
berakhir.

Huruf d

Hak milik atas satuan rumah susun yang dapat
diwakafkan adalah satuan rumah susun yang
berdiri di atas tanah bersama yang berstatus
hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai rumah susun.

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pemilikan atau
penguasaan secara yuridis dan secara fisik atas
tanah ada pada Wakif, atau penguasaan fisik tersebut
ada pada pihak lain atas dasar pemberian wewenang
dari Wakif.

Ayat (3}
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
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Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “air dan bahan bakar
minyak yang persediaannya berkelanjutan® dalam
ayat ini tidak termasuk sumber daya air dan sumber
minyak.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Huruf a

Kapal dengan bobot di bawah 20 ton termasuk
dalam kategori benda bergerak, sedangkan kapal
dengan bobot di atas 20 ton termasuk dalam benda
tidak bergerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pesawat lerbang” termasuk
helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya.

Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas



Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1}

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin
benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak
bertentangan dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan. Misalnya menghindari
kemungkinan praktik pencucian uang (money
laundring) melalui wakaf.

Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23

Wakif mewakafkan uang melalui LKS-PWU yang
dilakukan secara tertulis, selanjutnya LKS-PWU

95



96

menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Penempatan uang
wakaf melalui LKS-PWU dimaksudkan sebagai titipan
(wadi'ah). Selanjutnya Nazhir dapat mengelolanya
dengan memperhatikan kehendak Wakif serta rekomen-
dasi manajer investasi (jika ada).

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Yang dimaksud dengan "saran instansi terkait
dalam ayat ini adalah saran yang diberikan oleh
Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan
Departemen Keuangan untuk lembaga keuangan
non bank.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
“Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan
(wadi'ah) adalah LKS-PWU memiliki produk
penerimaan dana dengan berdasarkan akad
titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima

dana fitipan dapat mengelola dana titipan
dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.
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Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan
(wadi'ah) adalah LKS-PWU memiliki produk
penerimaan dana dengan berdasarkan akad
titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima
dana ftitipan dapat mengelola dana titipan
dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25
Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan
dengan cara apapun agar masyarakat
mengetahuinya.

Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
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Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan "jumlah wakaf uang” adalah
nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan
dalam sertifikat wakaf uang dan disesuaikan
dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-
PWU bersangkutan.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f.

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalab
untuk waktu terbatas (muagqat) atau tidak terbatas
(muabbad).

Huruf g
Cukup jelas



Huruf h

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Tidak disyaratkannya kehadiran mauquf alaih

karena sulitnya menentukan wakil dari masyarakat
luas sebagai mauquf alaih.

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
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Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1}
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “harta benda wakaf
diterima oleh Nazhir” pada ayat ini adalah bukan
untuk dimiliki cleh Nazhir tapi untuk dikelola

dan dikembangkan oleh Nazhir sesuai dengan
peruntukan harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4}

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud penelitian persyaratan administrasi
perwakafan pada huruf b meliputi penelitian:



a. status benda wakaf serta kelengkapan dokumen
kepemilikan benda wakaf oleh Walkif;

b. syarat Wakif, Nazhir dan saksi.
Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan

untuk memastikan bahwa benda wakaf dikuasai
oleh Wakif.

Persyaratan Wakif yang dimaksud adalah sebagai-
mana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d

Tanda tangan mauquf alaih dicantumkan dalam
AlW dalam hal Wakif menentukan secara khusus
mauquf alaih.

Huruf e

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan ‘instansi yang
berwenang” adalah instansi yang menyeleng-
garakan pendaftaran harta benda wakaf, misal-
nya kendaraan bermotor oleh Polisi Daerah
setempat, kapal oleh Syahbandar/Dirjen Perla,
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saham untuk perusahaan terbuka oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia, saham untuk
perusahaan tertutup pada direksi perusahaaan
tersebut. Proses tersebut untuk pencatatan balik
nama pada sertifikat/ tanda bukti hak.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud “pejabat yang menyelenggarakan
urusan wakaf® dalam ayat ini adalah pejabat
yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat
kabupaten/kota dan provinsi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk

oleh Menteri” adalah pejabat yang menyelenggarakan
urusan wakaf atau notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas
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Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1}
“Surat Keterangan Pendaftaran” dimaksudkan untuk
menegaskan kepemilikan benda bergerak yang
bersangkutan benar tercatat pada instansi tersebut
dan tidak terdapat catatan tentang adanya sengketa
atau jaminan pada pihak lain.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tanda bukti pembelian

lainnya” misalnya berita acara lelang seandainya
barang bergerak diperoleh dari pelelangan umum.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah

setempat” adalah lurah/kepala desa dan camat darni
tempat dimana barang bergerak tersebut berada.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
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Pasal 45
Ayat (1)
Pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun
perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit,
apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau
usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “harta benda wakaf terlantar
dalam pasal ini adalah harta benda wakaf dalam waktu
vang cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh
Nazhir yang bersangkutan, walaupun telah dilakukan
beberapa kali penggantian Nazhir.

1]

Pasal 47

Yang dimaksud “lembaga terkait” dalam pasal ini adalah
instansi pemerintah yang kewenangannya meliputi
urusan peruntukan harta benda wakaf, BWI dan wakil
dari Mauguf alafh.

Pasal 48
Ayat (1)
Peraturan BWI| dimaksud antara lain mengatur

persyaratan studi kelayakan pengembangan harta
benda wakaf.

Ayat (2)
Cukup jelas



Ayat (3}

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas
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Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4667
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PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG






PERATURAN MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG

ADMINISTRAS| PENDAFTARAN WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan  Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi
Pendaftaran Wakaf Uang;

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4667);
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3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia.

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008
tentang Perubahan Kesembilan Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Qrganisasi dan Tugas Eselon | Kementerian
Negara Republik indonesia;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF
UANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan uang miliknya.
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10.

11.

lkrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang
diucapkan secara lisan danfatau tulisan kepada Nazhir untuk
mewakafkan uang miliknya.

Nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari
Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.

Akta lkrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah
bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uang
miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan
wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat
PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar
wakaf.

Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang
selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum
Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang
ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan
syariah penerima wakaf uang.

Sertifikat Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat SWU,
adalah surat bukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada
Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.

Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI,
adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya
untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang
tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.
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BAB Il
IKRAR WAKAF

Pasal 2

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di
hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk
sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah Wakif menyetorkan Wakaf Uang kepada LKS-PWU.

(3) Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat
(1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya
data: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nazhir;
nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uvang;
peruntukan dan jangka waktu wakaf.

(4) Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Pasal 3

(1) LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah
Nazhir menyerahkan AIW.

(2) Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada Wakif dan
tembusannya diberikan kepada Nazhir.
BAB lll
PENDAFTARAN

Pasal 4

(1) LKS-PWU atas namaNazhirmendaftarkanwakafuangkepada
Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya
SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.
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(2) Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} disertai dengan salinan/ fotocopi AIW dan SWU yang
disahkan oleh LKS-PWU penerbit.

(3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/
kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada BWI provinsi.

{(4) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/
kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada BW| Pusat.

Pasal 5
(1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbit-
kan bukti pendaftaran wakaf uang.
{2) Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat:
a. identitas LKS-PWU, Wakif, Nazhir, dan saksi:
b. jumlah nominal wakaf uang;
¢. asal-usul uang;
d. peruntukan wakaf;
e. Jangka waktu wakaf vang;
f. nomor sertifikat wakaf uang; dan
g. nomor pendaftaran.

Pasal 6

Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dicatat dalam Buku Pendaftaran.

113



BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama

Pelaporan

Pasal 7

(1) Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota waijib
melaporkan pendaftaran wakaf uang sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 4 secara periodik setiap 6 (enam) bulan
kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama
provinsi.

{2} Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal B

(1) LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf
uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi
hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada
BWI.

{2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling {ambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun
buku.

Pasal 9

(1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf
uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI| dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal.

(2} Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan,
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penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana
pengembangan pada tahun berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10
{1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan
wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

{2} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang
pada LKS-PWLU.

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) Menteri melakukan pembinaan
terhadap LKS-PWU.

(2) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU
telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi
administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara; atau
c. pencabutan izin sebagai LKS-PWU.
(4) Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa

taporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-
PWU.
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Pasal 12

{1) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengem-
bangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} melalui
laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan
pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

{3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai
bahan pembinaan terhadap Nazhir.

(4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa
laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan
hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Nazhir.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara
tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota
dan/atau BWI.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan ini diatur
dengan Keputusan Direktur Jenderal.
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Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD M. BASYUN!

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN AGAMA RI
Kepaila Bagian Penelaahan dan Penyusunan
RargRagan Peraturan Perundang-undangan
{@dym dan Kerjasama Luar Negeri,

Vi —_

. Soefyanto, SH., MH
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

PENETAPAN BANK SYARIAH SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG






KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK NEGARA INDONESIA
{(PERSEROQ) Tbk. DIVISI SYARIAH SEBAGAI

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf,
berkaitan harta benda wakal berupa
uang sesual Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang
perlu menetapkan Bank yang memiliki
Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa setelah diadakan penelitian PT.

Bank Negara Indonesia (Persero} Tbk,
Divisi Syariah dinilai memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang;
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Mengingat

Memperhatikan
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. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang penetapan
PT. Bank Negara Indonesia {(Persero)
Tbk, Divisi Syariah sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459y,

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama,

. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank

Indonesia Nomor:  10/32/DpG/DPbs,
tanggal 21 Januari 2008.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

b. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia
Nomor: 28/BWI/A-iH/ 2008, tanggal 28
Januari 2008.

¢. Surat Pemimpin Divisi Usaha Syariah PT.
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor USY/3/1501, tanggal 6 Mei 2008
Perihat Permohonan Pendaftaran PPAIW.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENETAPAN PT.
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
Tbk, DIVISI SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF
UANG.

Menetapkan PT. Bank Negara Indonesia
(Persero} Tbk, Divisi Syariah berkedudukan di
JI. Jenderal Sudirman Kav. | Jakarta sebagai
Lembaga Keuangan Syariah Penerima
Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat -

1. Penyelia Pelayanan Nasabah;

2. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu
Syariah (KCPS);

3. Pemimpin Bidang Operasional Kantor
Cabang Utama Syariah (KCU);

pada Kantor Cabang PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Syariah di
seluruh Indonesia, sebagai Pejabat Pembuat
Akta lkrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf
bergerak berupa uang.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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PT. Bank Negara Indonesia {Persero) Tbk,
Divisi Syariah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas-
nya wajib mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia
{Persero) Thk, Divisi Syariah sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU agar
melaporkan nama-nama dan wilayah kerja
atau setiap penggantian PPAIW sebagai-
mana dimaksud pada Diktum KEDUA,
kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
mga tanggal 31 Juli 2008



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.
SEBAGA! LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf,
berkaitan harta benda wakaf berupa
uang sesual Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang
periu menetapkan Bank yang memiliki
Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa setelah diadakan penelitian PT.

Bank Muamalat indonesia Tbk, dinilai
memenuhi  syarat untuk ditetapkan
sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan
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Mengingat

Memperhatikan
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-

Menteri Agama tentang penetapan PT.
Bank Muamalat Indonesia Tbk, sebagai
Lembaga Keuangan S8yariah Penerima
Wakaf Uang;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

Rekomendasi Deputi Gubernur Bank
Indonesia Nomor:  10/32/DpG/DPbs,
tanggal 21 Januari 2008.

Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia
Nomor : 28/BWI/A-I/I/ 2008, tanggal 28
Januari 2008.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

c. Surat Direktur PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk. Nomor 327/DIR/BMI/
/2008 tanggal 15 April 2008 Perihal
Penunjukan PPAIW.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENETAPAN PT.
BANK MUAMALAT INDONESIA TBK,
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG.

Menetapkan PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk, berkedudukan di JI. Jenderal Sudirman
No. 2 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang.

Menetapkan Pejabat Operation Manager
pada Kantor Cabang PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk, di selurub Indonesia, sebagai
Pejabat Pembuat Akta |krar Wakaf (PPAIW)
harta benda wakaf bergerak berupa uang.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk,
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dalam melaksanakan tugasnya
wajib  mentaati peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia
(Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU agar melaporkan
nama-nama dan wilayah kerja atau setiap
penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama

127



dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PENERIMA HARTA BENDA WAKAF

BERUPA UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER| AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf,
berkaitan harta benda wakaf berupa
uang sesuai Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang
perlu menetapkan Bank yang memiliki
Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Harta Benda Wakaf Berupa
Uang;

. bahwa setelah diadakan penelitian PT.

Bank Syariah Mandiri, dinilai memenuhi
syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Harta Benda
Wakaf berupa Uang;
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Mengingat

Memperhatikan :

130

o

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang penetapan PT.
Bank Syariah Mandiri, sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Harta Benda
Wakaf Berupa Uang;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459y,

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 9@ Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

Rekomendasi Deputi Gubernur Bank
Indonesia Nomor:  10/32/DpG/DPbs,
tanggal 21 Januari 2008.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

b. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia
Nomor: 28/BWI/A-1/1/2008, tanggal 28
Januari 2008,

c. Surat Direktur dan Kepala Divisi PT. Bank
Syariah Mandiri Kantor Pusat, Nomor
10/091-3/DT, tanggal 15 April 2008
Perihal Permohonan Penetapan PPAIW,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSANMENTERIAGAMAREPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENETAPAN PT.
BANK SYARIAH MANDIRI, SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA HARTA BENDA WAKAF
BERUPA UANG,

Menetapkan PT. Bank Syariah Mandiri,
berkedudukan di JI. MH. Thamvsin No. 5
Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

Menetapkan pejabat :

1. Kepala Cabang;

2. Kepala Cabang Pembantu;

3. Kepala Kantor Kas;

pada PT. Bank Syariah Mandiri di seluruh
Indonesia, sebagai Pejabat Pembuat Akta

lkrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf
bergerak berupa uang.

PT. Bank Syariah Mandiri, sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya wajib mentaati
peraturan perundang-undangan yang ber-
laku.
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KEEMPAT

KELIMA

132

Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri
sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU agar melaporkan nama-nama
dan wilayah kerja atau setiap penggantian
PPAIW sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal
ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

ada tanggal 4 Agustus 2008



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2008

TENTANG
PENETAPAN PT. BANK MEGA SYARIAH

INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA HARTA BENDA WAKAF BERUPA UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf,
berkaitan harta benda wakaf berupa
uang sesuai Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang
perlu menetapkan Bank yang memiliki
Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Harta Benda Wakaf Berupa
Uang;

. bahwa setelah diadakan penelitian PT.

Bank Mega Syariah Indonesia, dinilai
memenuhi  syarat untuk ditetapkan
sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Harta Benda Wakaf Berupa
Uang;
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Mengingat

Memperhatikan :

134

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang penetapan PT.
Bank Mega Syariah Indonesia, sebagai
Lembaga Keuangan Syariah Penerima
Harta Benda Wakaf Berupa Uang;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank

Indonesia Nomor: 10/453/DPbs, tanggal
9 April 2008,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

b. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia
Nomor; 171/BWI/-A/V/2008, tanggal 8
Mei 2008.

c. Surat Direktur dan Kepala Divisi PT.
Bank Mega Syariah Indonesia, Nomor
371/BMS/DIR/VIN/O8, tanggal 1 Juli 2008
Perihal Penetapan PPAIW.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENETAPAN
PT. BANK MEGA SYARIAH INDONESIA
SEBAGAILEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA HARTA BENDA WAKAF
BERUPA UANG.

Menetapkan PT. Bank Mega Svyariah
Indonesia, berkedudukan di JI. Kapten
Tendean 12-14A Jakarta 12790 sebagai
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta
Benda Wakaf Berupa Uang.

Menetapkan pejabat :

1. Kepala Cabang;

2. Kepala Kantor Kas;

3. Kepala Kantor Gallery;

pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia di
seluruh Indonesia, sebagai Pejabat Pembuat
Akta lkrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf
bergerak berupa uang.

PT. Bank Mega Syariah Indonesia sebagai-
mana dimaksud dalam Diktum KESATU,
dalam melaksanakan tugasnya wajib
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KEEMPAT

KELIMA

136

mentaati peraturan perundang-undangan
yang bertaku.

Pimpinan PT, Bank Mega Syariah Indonesia
sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU agar melaporkan nama-nama
dan wilayah kerja atau setiap penggantian
PPAIW sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal
ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
{slam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
ga tanggal 4 Agustus 2008
o

[RERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MAD M. BASYUNI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 94 TAHUN 2008 TENTANG
PENETAPAN PT. BANK DKI JAKARTA
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan
pelayanan serta memperluas jaringan
operasional penerimaan wakaf uang, maka
dipandang perlu meninjau kembali Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 84
Tahun 2008 tentang penetapan PT. Bank DKI
Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459);
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Memperhatikan :
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. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4667);

. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun

2008 tentang Perubahan Kesembilan
atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon | Kementerian Negara Republk
Indonesia.

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009

tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank

Indonesia Nomor:  10/32/DpG/DPbs,
tanggal 21 Januari 2008.

. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia

Nomor: 28/BWI/A-I/I/2008, tanggal 28
Januari 2008,

. Surat PGS Pemimpin Group Syariah

Bank DKI, Nomor 1883/GSY/XII/2008,
tanggal 16 Desember 2009 Perihal Revisi
Penetapan Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf (PPAIW).



Menetapkan

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA NOMOR 94 TAHUN
2008 TENTANG PENETAPAN PT. BANK
DKI JAKARTA SEBAGAI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF
UANG

Pasal |

Ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan

Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2008 tentang

Penetapan PT. Bank DKI Jakarta sebagai

Lembaga Keuangan Syariah Penerima

Wakaf Uang diubah sehingga seluruhnya

berbunyi:

Menetapkan pejabat :

1. Pemimpin Cabang Utama;

2. Pemimpin Cabang;

3. Pemimpin Cabang Pembantu;

4. Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah;
dan

5. Pemimpin Kantor Kas.

pada PT. Bank DKI sebagai Pejabat Pembuat
Akta lkrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf
bergerak berupa uang.
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Pasal ll

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
a tanggal 24 Februari 2010

SNAERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MAD M. BASYUNI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA

{PERSEROQO) Tbk. DIVISI SYARIAH

SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf
berupa uang sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dipandang perlu menetap-
kan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa Bank yang tercantum dalam

keputusan ini telah merenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan
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Mengingat

Memperbatikan :

142

PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. Divisi Syariah sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Woakaf
Uang;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459),

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20068 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667});

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tabun 2009

tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank

Indonesia Nomor: 12/351 /DP bS , tanggal
19 Maret 2010.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

b. Surat Rekomendasi Badan Wakaf
Indonesia Nomor: 134/BWI/A/MI2010,
tanggal 30 Maret 2010;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK TABUNGAN
NEGARA (PERSERO) Tbk. DIVISI SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.

Menetapkan PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Thk. Divisi Syariah, berkedudukan
diJalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta sebagai
Lembaga Keuangan Syariah Penerima
Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat :

1. Kepala Seksi Dana Kantor Pusat Divisi
Syariah;

2. Kepala Seksi Retail Kantor Cabang
Syariah (KCS);

3. Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah
(KCPS);

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk. Divisi Syariah di seluruh Indonesia

sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf

(PPAIW) harta benda bergerak berupa uang.

PT. Bank Tabungan Negara { Persero} Tbk.
Divisi Syariah, sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, dalam melaksanakantugas-
nya wajib mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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KEEMPAT

KELIMA
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Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara
(Persero} Tbk. Divisi Syariah, sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU agar
melaporkan nama-nama dan wilayah kerja
atau setiap penggantian PPAIW sebagai-
mana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
ada tanggal 15 Juli 2010

1
3



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
UNIT USAHA SYARIAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf
berupa uang sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dipandang perlu menetap-
kan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa Bank yang tercantum dalam

Keputusan ini telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
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Mengingat

Memperhatikan

146

Menteri Agama tentang Penetapan
Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha
Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459y,

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20068 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009

tentang Fernbentukan dan Organisasi
Kementerian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;

. Peraturan Menteri Agama Nemor 3 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tala Kerja
Departemen Agama;

. Surat Rekomendasi Deputi Gubernur

Bank Indonesia Yogyakarta Nomor
12/14/APBU/Yk, tanggal 11 Maret 2010;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

b. Surat Rekomendasi Badan Wakaf
Indonesia Nomor:  134/BWIA//2010,
tanggal 30 Maret 2010;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA TENTANG
PENETAPAN BANK PEMBANGUNAN
DAERAH UNIT USAHA SYARIAH DAERAH
ISTIMEWA  YOGYAKARTA  SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG.

Menetapkan Bank Pembangunan Daerah
Unit Usaha Syariah Daerah Istimewa
Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Tentara
Pelajar No. 7 Yogyakarta sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat :

1. Pemimpin Cabang;

2. Penyelia Pelayanan;

3. Penyelia Pelayanan Bisnis; dan

4. Penyelia Operasional;

pada Bank Pembangunan Daerah Unit
Usaha Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
(PPAIW), wakaf benda bergerak berupa
uang.

PT. Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha
Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dalam melaksanakan tugasnya
wajib  mentaati peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.
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KEEMPAT

KELIMA
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Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah
Unit Usaha Syariah Daerah Istimewa
Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU agar melaporkan nama-
nama dan wilayah kerja atau setiap
penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri
Agama dalam hal ini Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 15 Juli 2010



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf
berupa uang sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dipandang perlu menetap-
kan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa Bank yang tercantum dalam

Keputusan ini telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan PT.
Bank Syariah Bukopin sebagai Lembaga
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Mengingat

Memperhatikan :
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Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459y,

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

. Peraturan Presiden Noemor 47 Tahun 2009

tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;,

. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank

Indonesia Nomor: 12/351 /DPbS, tanggal
19 Maret 2010;

. Surat Rekomendasi Badan Wakaf

Indonesia Nomor: 134/BWVA/II/2010,
tanggal 30 Maret 2010;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
SEBAGAILEMBAGAKEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG.

Menetapkan PT. Bank Syariah Bukopin,
berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor
55 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat :

1. Kepala Divisi Pelayanan;

2. Manajer Pelayanan dan Operasi;

3. Koordinator Pelayanan dan Operasi; dan
4. Koordinator Cabang Pembantu;

pada PT. Bank Syariah Bukopin di seluruh
Indonesia sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf benda bergerak
berupa uang.

PT. Bank Syariah Bukopin, sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya wajib mentaati
peraturan perundang-undangan yang ber-
laku.

Pimpinan PT. Bank Syariah Bukopin,
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU agar melaporkan nama-nama dan
wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal
ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam.
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KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOM OR 177 TAH U N 2010

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf
berupa uang sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dipandang perlu menetap-
kan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa Bank yang tercantum dalam

Keputusan ini telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Woakaf
Uang;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menten Agama tentang Penetapan
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

153



Mengingat

Memperhatikan :

154

Tengah sebagai Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indcnesia Tahun 2004 Nomor
4459);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009

tentang Pembentukan dan Qrganisasi
Kementerian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

2009 tentang Administrasi Pendaftaran
Wakaf Uang;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 10

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama;

. Surat Rekomendasi Deputi Gubernur

Bank Indonesia Semarang Nomor
12/122/0PbS/PAdBS/Sm, tanggal 2
September 2010,

. Surat Rekomendasi Badan Wakaf

Indonesia Nomor:  224/BWI/A/X/2010,
tanggal 19 Oktober 2010;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG.

Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan
Jalan Pemuda No. 142 Semarang sebagai
Lembaga Keuangan Syariah Penerima
Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat ;

1. Kepala Seksi Operasional kantor cabang;

2. Kepala Seksi Pelayanan kantor cabang;

3. Kepala Seksi pemasaran kantor cabang
dan

4. Pemimpin Cabang Pembantu;

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah, sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf {(PPAIW), wakaf benda bergerak
berupa uang.

FT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah, sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESAT U, dalam melaksanakan tugas-
nya wajib mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU agar melaporkan nama-
nama dan wilayah kerja atau setiap
penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud
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dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri
Agama dalam hal ini Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2010




KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf
berupa uang sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dipandang perlu menetap-
kan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa Bank yang tercantum dalam

Keputusan ini telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan PT.
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
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Mengingat

Memperhatikan :

158

o

Barat sebagai Lembaga Keuangan
Syariah Penerima WakafUang;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

Peraturan Presiden Nomar 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Mentert Agama Nomor 4 Tahun
2009 tentang Administrasi Pendaftaran
Wakaf Uang;

Peraturan Menteri Agama Nomaor 3 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

Surat Rekomendasi Deputi Gubernur
Bank Indonesia Pontianak Nomor: 12/15/
DPbS/Ptk tanggal 8 September 2010;

Surat Rekomendasi Badan VVakaf
Indonesia Nomor: 225/BWIFA/X/2010,
tanggal 19 Oktober 2010;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN BARAT SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG.

Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan
Ayani Komp. Perkantoran & Town Horse No.
5-6 Pontianak sebagai Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat ;

1. Pemimpin dan Wakil Kantor Cabang;

2. Pemimpin dan Wakil Kantor Cabang
Utama,

3. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu;

pada PT. Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Barat, sebagai Pejabat Pembuat

Akta tkrar Wakaf (PPAIW), wakaf benda

bergerak berupa uang.

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Barat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dalam melaksanakan tugasnya
wajib mentaati peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah
Kaltmantan Barat, sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU agar melaporkan
nama-nama dan wilayah kerja atau setiap
penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri
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KELIMA

160

Agama dalam hal ini Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta




KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf
berupa uang sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dipandang perlu menetap-
kan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa Bank yang tercantum dalam

Keputusan ini telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Lembaga
Keuangan Syanah Penerima Wakaf
Uang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan
PT. Bank Pembangunan Daerah Riau

161



Mengingat

Memperhatikan :

162

sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang;

. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009

tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

2009 tentang Administrasi Pendaftaran
Wakaf Uang;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun

2006 tentang QOrganisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

. Surat Rekomendasi Deputi Gubernur

Bank Indonesia Riau Nomor: 12/49/
DPbS/Pbr, tanggal 5 Agustus 2010;

. Surat Rekomendasi Badan Wakaf

Indonesia Nomor: 207/BWI/A/NVIII/ 2010,
tanggal 24 Agustus 2010;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH RIAU SEBAGAlI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF
UANG.

Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah
Riau, berkedudukan di Jalan Sudirman
Nomor. 377 Pekan Baru sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat :

1. Pemimpin Kantor Cabang;

2. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu;
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau,
sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
(PPAIW), wakaf benda bergerak berupa
uang.

PT. Bank Pembangunan Daerah Riau,
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dalam melaksanakan tugasnya
wajib  mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah
Riau, sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU agar melaporkan nama-nama dan
wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal
ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam.

163



164

KELIMA

Pagla tanggal 30 Desember 2010

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR DIVISI SYARIAH

SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf
berupa uang sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf, dipandang perlu menetap-
kan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa Bank yang tercantum dalam

Keputusan ini telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan
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Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan

166

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Devisi Syariah sebagai Lembaga
Keuangan Syanah Penerima Wakaf
Uang;

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun
2009 tentang Administrasi Pendaftaran
Wakaf Uang;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592).

1. Surat Rekomendasi Deputi Pemimpin
Bank Indonesia Surabaya Nomor : 13/76/
DPbS/PAdBS/Sb, tanggal 21 April 2011;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

DAERAH JAWA TIMUR DIVISI SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.

Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur, Divisi Syariah berkedudukan
di JI. Raya Darmo No. 105-107 Surabaya
sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat :

1. Penyelia Pelayanan Nasabah;

2. Pemimpir Kantor Cabang Pembantu
Syariah (KCPS);

3. Pemimpin Bidang Operasional Kantor
Cabang Utama Syariah (KCU).

pada Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur, sebagai Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW), wakaf
benda bergerak berupa uang.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Divisi Syariah, sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas-
nya wajib mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Divisi Syariah, sebagaimana
dimaksud dalam Dikium KESATU agar
melaporkan nama-nama, wilayah kerja dan
setiap penggantian PPAIW sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada
Menteri Agama dalam hal ini Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
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KELIMA
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pafla tanggal 22 November 2011



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK SUMATERA UTARA DIVISIi USAHA
SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengeiolaan dan

pengembangan harta benda wakaf
berupa uang sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dipandang perlu menetap-
kan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa Bank yang tercantum dalam

Keputusan ini telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan PT.
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Mengingat

Memperhatikan :

170

Bank Sumatera Utara Divisi Syariah
sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang:

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor
189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indeonesia Tahun 2004 Nomor
4459);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

2009 tentang Administrasi Pendaftaran
Wakaf Uang

. Peraturan Menteri Agama Nomor 10

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592)

. Surat Rekomendasi Pemimpin Bank

Indonesia Medan Nomor ; 14/11/DPbS/,
tanggal 20 Januari 2012;

. Surat Rekomendasi Badan Wakaf

Indonesia Nomor: 037/BWI/A/NI/2012,
tanggal 6 Maret 2012



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTER! AGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK SUMATERA
UTARA DIVISI USAHA SYARIAH SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG.

Menetapkan PT. Bank Sumatera Utara,
Divisi Usaha Syariah berkedudukan di JI.
Imam Bonjol No.18 Medan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat ;

Wakil Pemimpin Cabang;

Pinsi Pelayanan Nasabah;
Pemimpin Cabang Pembantu;

Pinsi Operasional;

5. Wakil Pemimpin Cabang Pembantu;

pada Kantor Cabang serta Kantor Cabang
Pembantu Kelas 1, Kelas Il, dan Kelas Il
PT. Bank Sumatera Utara, sebagai Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW), wakaf
benda bergerak berupa uang.

Bnh =

PT. Bank Sumatera Utara Divisi Usaha
Syariah, sebagaimana dimaksud datam
Diktum KESATU, dalam melaksanakan
tugasnya  wajib mentaati  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan PT. Bank Sumatera Utara Divisi
Usaha Syariah, sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU agar melaporkan
nama-nama, wilayah kerja dan setiap
penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud
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KELIMA

172

dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri
Agama dalam hal ini Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2012




KEPUTUSAN MENTERIAGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK CIMB NIAGA SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. babhwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf
berupa uang sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dipandang perlu menetap-
kan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa Bank yang tercantum dalam

Keputusan ini telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan
PT. Bank CIMB Niaga Syariah sebagai
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Mengingat

174

Lembaga Keuangan Syariah Penerima
Wakaf Uang:

. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4459);

. Peraturan Pemerintah Noemor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20068 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4667});

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun

2009 tentang Ferbentukan dan organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 tahun
2011 tentang perubahan Ketiga atas
peratuaran Presiden No 47 tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara,;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

2009 tentang administrasi pendaftaran
wakaf Uang;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 10

Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2010
Nomor 592);, sebagaimana telah diubah
dengan peraturan menteri agama No.
33 tahun 2013 tentang perubahan atas



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

1.

peraturan menteri agama No. 10
tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
692);

Surat Rekomendasi Direktur Departemen
Perbankan syariah Bank Indonesia
Nomor :14/1079/DPbS, tanggal 2 Juli
2012;

Surat Rekomendasi Badan Wakaf
Indonesia Nomor: 095/BWI/ANII/2012,
tanggal 5 Juh 2012

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK CIMB NIAGA
SYARIAH SEBAGAILEMBAGAKEUANGAN
SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.

Menetapkan PT. Bank CIMB Niaga Syariah,
berkedudukan di Menara Sudirman Lantai 1
Lot B, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan sebagai Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat :

1.

2.
3.

Direktur Commercial dan  Syariah
Banking;
Kepala Unit Usaha Syariah CIMB Niaga;

Kepala Group Distribusi Commercial dan
Consumer Bank Banking Syariah;

Kepala Kantor Cabang Syariah; dan
Service Manager Kantor Cabang Syariah;
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pada PT. Bank CIMB Niaga Syariah sebagai
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW),
wakaf benda bergerak berupa uang .

PT. Bank CIMB Niaga Syariah, sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya wajib mentaati
peraturan perundang-undangan yang ber-
laku.

Pimpinan PT. Bank CIMB Niaga Syariah,
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU agar melaporkan nama-nama,
wilayah kerja dan setiap penggantian PPAIW
sebagaimana dimaksud dalam  Diktum
KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal
ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal
ditetapkan.,

Ditetapkan di Jakarta

a tanggal 20 November 2013



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PANIN SYARIAH TBK
SEBAGAI| LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf
berupa uang sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dipandang perlu menetap-
kan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa PT. Bank Panin Syariah Tbk.

telah memenuhi syarat untuk ditetapkan
sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang, berdasarkan
rekomendasi kepala departemen
perbankan Syariah otoritas jasa keuangan
Nomor: S-65/PB.13/2014, tanggal 18 Juli
2014 dan Badan Wakaf Indonesia No.
143/BWI/ANIIZ014, tanggal 7 Agustus
2014.
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bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perfu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan
PT. Bank Panin Syariah Tbk. sebagai
Lembaga Keuangan Syariah Penerima
Wakaf Uang;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
4459},

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009

tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 tahun
2014 tentang Perubahan Kelima atas
peratuaran Presiden No 47 tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara.

. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

2009 tentang Administrasi Pendafiaran
Whakaf Uang.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592); sebagaimana telah beberapa Kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Agama No. 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENETAPAN PT. BANK PANIN SYARIAH
TBK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.

Menetapkan PT. Bank Panin Syariah Tbk,
berkedudukan di Gedung Panin Life Center
lantai 3 JI. Letjen. S. Parman Kav. 91, Shpi
Jakarta Barat 11420 sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat :

1. Pemimpin Cabang;

2. Manajer Operasional; dan

3. Kepala Operasional

pada Kantor Cabang Utama dan Kantor
Cabang Pembantu PT. Bank Panin Syariah
Tbk. sebagai Pejabat Pembantu Akta tkrar
Wakaf (PPAIW) wakaf benda bergerak
berupa uang.
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PT. Bank Panin Syariah Tbk. sebagai mana
dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam-
melaksanakan tugasnya wajib mentaati
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan PT. Bank Panin Syariah Tbk.
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU agar melaporkan nama-nama,
wilayah kerja, dan setiap penggantian PPAIW
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA kepada Menteri Agama dalam hal
ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2014

ARNTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

% k4
Ky W
R ETKMAN HAKIM SAIFUDDIN



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

UNIT USAHA SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelclaan dan

pengembangan harta benda wakaf
berupa uang sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang Noemor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dipandang perlu menetap-
kan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
Penerima Wakaf Uang;

. bahwa bank yang tercantum dalam

keputusan ini telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Woakaf
Uang;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan PT.
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Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha
Syariah sebagai Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4459);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nemor 4667,

. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

2009 tentang Administrasi Pendaftaran
Wakaf Uang;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 10

Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 582); sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 16
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Agama No. 10
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
348);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
TENTANG PENETAPAN PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG UNIT
USAHA SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF
UANG.

Menetapkan PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung Unit Usaha Syariah, berkedudukan
di JI. Gubernur H. Ahmad Bastari Nomor 07
Jakabaring Palembang Sumatera Selatan
sebagai Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang.

Menetapkan pejabat :

1. Pemimpin Cabang;

2. Manajer Operasional,

3. Kepala Operasional

pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang
Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit
Usaha Syariah sebagai Pejabat Pembantu
Akta lkrar Wakaf (PPAIW) wakaf benda
bergerak berupa uang.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha
Syariah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, dalam melaksanakan
tugasnya wajib mentaati ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU agar melaporkan
nama-nama, wilayah kerja, dan setiap
penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUAkepada MenteriAgama
dalam bhal ini Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Februan 2016
-\ NTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

(

—-—

KAAN HAKEM SAIFUDDIN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR Dj.11/420 TAHUN 2009
TENTANG
MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI
FORMULIR WAKAF UANG






Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR Dj.1/420 TAHUN 2009

TENTANG

MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI

FORMULIR WAKAF UANG

DIREKTUR JENDERAI BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM,

. bahwa untuk melaksanakan Peraturan

Menteri Agama Rl Nomor 4 Tahun 2009
tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf
Uang perlu menetapkan formulir wakaf uang;

. bahwa untuk memenuhi ketentuan se-

bagaimana dimaksud pada huruf a periu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam tentang Model,
Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf
Uang;

. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 159;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4459);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 20089

tentang Perubahan Keempat Peraturan
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QbW N

Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008
tentang Perubahan Kesembilan Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian
Negara Republik Indonesia.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun
2009 tentang Administrasi Pendaftaran
Wakaf Uang;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG
MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI
FORMULIR WAKAF UANG.

Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan
wakaf uang, dipergunakan formulir sebagai-
mana ditetapkan dalam Keputusan ini

Formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU dalam Keputusan ini adalah:

1. Akta lkrar Wakaf Uang;

Sertifikat Wakaf Uang;

Pendaftaran Wakaf Uang LKS-PWU,

Bukti Pendaftaran Wakaf Uang;

Buku Pendaftaran Wakaf Uang;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang
Kandepag;

7. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil;

8. Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang
LKS-PWU;

9. Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir;

Menetapkan model, bentuk dan spesifikasi
formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud
dalam lampiran Keputusan ini.

Formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA merupakan pedoman
teknis bagi pejabat Departemen Agama, Badan
Wakaf Indonesia (BWI), pejabat bank sebagai
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
harta benda wakaf bergerak berupa uang,
Nazhir dan masyarakat pada umumnya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Oktober 2009
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR Dj.11/420 TAHUN 2009
TENTANG

MODEL, BENTUK DAN SPESIKASI
FORMULIR WAKAF UANG

A. MODEL, BENTUK DAN NAMA FORMULIR WAKAF UANG

NO | MODEL | BENTUK

NAMA FORMULIR

7. Wu. 7 | Lembaran

8. Wu. 8 |Lembaran

9. Wu. 9 | Lembaran

1. Wu. 1 [ Lembaran | Akta Ikrar/ Formulir Wakaf Uang

2. | Wu.2 |Lembaran | Sertifikat Wakaf Uang

3. | Wu 3 |Lembaran | Pendaftaran Wakaf Uang LKS-PWU

4. Wu. 4 |[Lembaran |Bukti Pendaftaran Wakaf Uang
Kandepag Kab/ Kota

5 Wu. Buku Buku Pendaftaran Wakaf Uang

6 Wu. 6 |Lembaran | Laporan Pendaftaran Wakaf Uang

Kandepag

Laporan Pendaftaran Wakaf Uang
Kanwil

Laporan Keuangan Tahunan Wakaf
Uang LKS5-PWU

Laporan Pengelolaan Wakaf Uang
Nazhir

B. SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN FORMULIR WAKAF

190

~¢. Kertas

UANG
1. Model Wu.1 (Akta Ikrar Wakaf Uang)
a. Bentuk . Lembaran
b. Ukuran Kuarto (lebar 21,6 cm, panjang

28 cmy)

karbon/tembus}

Multiply Carbonized Paper (kertas



d. Cetakan

e. Muatan
Kolom

f. Penulisan
9. Jumlah
rangkap

h. Penggunaan :

1 (satu} halaman tercetak logo
Departemen Agama

Nama Wakif, nomor identitas Wakif/
nomor akta pendirian, nomor
rekening Wakif, jumlah wakaf uang,
terbilang, sumber dana setoran
wakaf, jenis wakaf uang, peruntukan
wakaf, nama Nazhir, jenis Nazhir,
nomor |ID Nazhir dan alamat Nazhir,
nama saksi-saksi dan alamat.
Huruf kapital

5 (lima) lembar

1) Lembar kesatu (asli} untuk LKS-
PWU bermeterai Rp 6.000,-

2) Lembar kedua untuk Nazhir

3) Lembar ketiga untuk Menteri

4) Lembar keempat untuk Wakif

5) Lembar kelima untuk BWI|

Model Wu, 2 (Sertifikat Wakaf Uang)

a. Bentuk
b. Ukuran

c. Kertas

d. Cetakan

e. Muatan
Kolom

Lembaran

Kuarto {lebar 21,6 cm, panjang
28 cm)

Multiply Carbonized Paper (kertas
karbo/tembus)

1 (satu) halaman tercetak logo
Departemen Agama

Nomor sertifikat, nama Wakif,
alamat wakif, nomor rekening,
jumlah wakaf, terbilang, jenis wakaf
uang, jenis wakaf uvang, nama
Nazhir, nomor ID Nazhir dan alamat
Nazhir.
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Penulisan
Jumlah
rangkap

Penggunaan :

Huruf kapital

5 (lima) lembar

1) Lembar kesatu (asli} untuk Wakif

2) Lembar kedua untuk Nazhir

3} Lembar ketiga untuk Menteri

4) Lembar keempat untuk BWI

5) Lembar kelima untuk LKS-
PWU

3. Model Wu. 3 (Pendaftaran Wakaf Uang)

a.
b. Ukuran
C.

d. Cetakan

a.

Bentuk

Kertas

Jumlah
rangkap

Penggunaan :

Model Wu. 4 (Bukti

Bentuk

b. Ukuran
C.
d. Cetakan

Kertas

Lembaran

Folio

HVS 60 gram

1 (satu) halaman tercetak nama dan
logo Bank sebagai LKS-PWU

3 (tiga) lembar

1) Lembar kesatu (asli) untuk Kepala
Kandepag Kabupaten / Kota

2) Lembar kedua untuk Badan
Wakaf Indonesia

3) Lembar ketiga untuk LKS-PWU
Pusat.

Pendaftaran Wakaf Uang)

Lembaran

Folio

HVS 60 gram

1 (satu) halaman tercetak nama dan
logo Kantor Departemen Agama
Kab/Kota, alamat dan nomor telp/
fax.



e.

f.

Jumlah
rangkap

Penggunaan :

2 (dua) fembar

a) Lembar kesatu (asli) untuk LKS-
PWU

b) Lembar kedua untuk arsip

5. Model Wu. 5 (Buku Pendaftaran Wakaf Uang}

a.

©oo0o

Bentuk
Ukuran
Kertas
Cetakan

Penggunaan

Buku

Doble foho

HVS 60 gram bergaris

2 {dua) halaman bolak balik

Buku dokumentasi tentang keadaan
wakaf uang

6. Model Wu. 6 (Laporan Pendaftaran Wakaf Uang
Kandepag)

a.
b. Ukuran
C.

d. Cetakan

Bentuk

Kertas

Jumlah
rangkap
Penggunaan

Lembaran

Folio

HVS 60 gram

1 {satu) halaman tercetak nama dan
fogo Kantor Departemen Agama
Kab/Kota, alamat dan nomor telp/
fax

2 (dua) lembar

Untuk melaporan tentang jumlah

wakif, nilai jumlah wakaf uang dan

jenis wakaf uang secara periodik

setiap 6 (enam) bulan

1) Lembar kesatu asli untuk Kanwil
Depag Provinsi

2) Lembar kedua tembusan untuk
BWI
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Model Wu. 7 (Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil)

a.
b.
C.
d.

Bentuk
Ukuran
Kertas
Cetakan

Jumlah
rangkap

Penggunaan

Lembaran

Folio

HVS 60 gram

1 (satu) halaman tercetak nama dan
logo Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi, alamat dan nomor
telp/fax

2 {dua) lembar

Untuk melaporkan tahunan tentang

jumlah wakif, nitai jumlah wakaf uang

dan jenis wakaf uang secara periodik

setiap 6 (enam) bulan

1) Lembar kesatu asli untuk Dirjen
Bimas Islam

2) Lembar kedua untuk BWI

Model Wu. 8 (Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang
LKS-PWU)

a.
b. Ukuran
C.
d

Bentuk

Kertas

. Cetakan

Jumiah
rangkap

Penggunaan :

Lembaran

Folic

HVS 60 gram

1 {satu) halaman tercetak logo dan
nama Bank

2 {dua) halaman

Untuk melaporkan keuangan tahunan

wakaf uang oleh LKS-PWU:

1} Lembar kesatu asli untuk Dirjen
Bimas Islam

2) Lembar kedua tembusan untuk
BWI



9. Model Wu. 9 {Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir)

Bentuk
Ukuran
Kertas
Cetakan
Jumlah
rangkap
Penggunaan

PoaoCo

-h

Lembaran

Doble folio

HVS 60 gram

1 (satu) halaman

2 (dua) lembar

Untuk melaporkan pengelotaan

wakaf uang setiap 6 (enam) bulan

oleh Nazhir.

1) Lembar kesatu asli untuk BwWI

Z2) Lembar kedua tembusan untuk
Dirjen Bimas Islam

C. PENGISIAN FORMULIR WAKAF UANG

1.

2.
3.
4

Wu. 1 Akta lkrar Wakaf Uang - cukup jelas
Wu. 2 Sertifikat Wakaf Uang - cukup jelas
Wu. 3 Pendaftaran Wakaf Uang - cukup jelas

Wu.4 Bukti Pendaftaran Wakaf Uang

- Penomoran bukti pendaftaran diisi kode indeks
Kandepag Kab/Kota, nomor urut Kanwil Depag, nomor
urut Kandepag Kab/Kota, kode sub bagian wakaf,
kode klasifikasi, nomor urut pendaftaran LKS-PWU
dan tahun pembuatan.

- Pengisian nomor 1 s.d. 10 cukup jelas

Wu. 5 Buku Pendaftaran Wakaf Uang

- Kolom 1
-  Kolom 2

- Kolom 3
- Kolom 4

nomeor urut pencatatan

nomor pendaftaran sesuai bukti
pendaftaran LKS-PWU

cukup jelas
cukup jelas
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- Kolom 5 = jumiah seluruhnya wakaf vang
- Kolom#86,7 = jumlah jenis wakaf uang
- Kolom 8 = cukup jelas

Wu.6 Laporan Pendaftaran

Wakaf Uang Kandepag - cukup jelas
Wu.7 Laporan Pendaftaran

Wakaf Uang Kanwil - cukup jelas
Wu. 8 Laporan Keuangan Tahunan

Wakaf Uang LKS-PWU - cukup jelas
Wu. 9 Laporan pengelolaan

wakaf uang Nazhir - cukup jelas

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2009




AKTA IKRAR WAKAF UANG

Yang bertanda tangan di bawabh ini
Nama Wakif /Nama LLembaga

No. Identitas Wakif /No. Akta Pend|r|an

No. Rekening

Selanjutnya disebut WAKIF, bermaksud rnengeluarkan Wakaf Uang

Jumlah Wakaf Uang
Terbilang

Sumber Dana Setoran Wakaf
Jenis Wakaf Uang
Peruntukan Wakaf

Kepada Nazhir
Nama Nazhir
Jenis Nazhir
No. ID Nazhir
No. Rekening
Alamat

Dengan dihadiri saksi-saksi

Saksi |
Alamat
Saksi
Alamat
Wakif Nazhir
(oo l) TR
Saksi-saksi

Model Wu.1

Pejabat Bank
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Model Wu.2

SERTIFIKAT WAKAF UANG

No. Sertifikat
Nama Wakif
Alamat Wakif

No. Rekening
Jumlah Wakaf
Terbilang

Jenis Wakaf Uang
Peruntukan Wakaf
Nama Nazhir

No. ID Nazhir
Alamat Nazhir

Pejabat Bank

“Nazhir bertanggung jawab terfradap pengelolaan dana. Bank {LKS) dilepaskan
dari tanggung jawaly dan segala tuntutan atas pengelolaan dana wakaf”
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Nomor
Lamp.
Perihal

Model Wu.3

Diprint di atas kertas berlogo Bank

> 2 (dua)
- Pendaftaran Wakaf Uang

Kepada Yth.
Menteri Agama RI
Cq. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Berdasarkan pasal 37, ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nemor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)padaPTBank......................
sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menerangkan
dengan sesungguhnya bahwa telah dilaksanakan ikrar wakaf uang
sebanyak Rp ............ (oo ) dengan tanda bukti:
1. Akta lkrar/Formulir Wakaf Uang
2. Sertifikat Wakaf Uang

untuk selanjutnya mohon dicatat dalam pendaftaran wakaf uang.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
PT. Bank........cccccv i v vvnunee

ttd pejabat bank

(Nama lengkap dan jabatan)

Tembusan:
1. Badan Wakaf Indonesia;
2. Kantor Pusat LKS-PWLU,
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Model Wu.4

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN! KOTA................

Berdasarkan BAB Ill, Pasal 5, ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran
Wakaf Uang, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ...............
Provinsi............. , telah menerima pendaftaran wakaf uang dengan data:

1. Nama LKS-PWU : PT. Bank

Alamat T e e e
2. Wakif :

Alamat
3. Nazhir

Alamat
4. Saksil T

Alamat :

Saksi ll

Alamat
Jumlah Wakaf Uang FRP

o

Asal usul uang

Peruntukkan e
Jangka waktu AbadlfBerlangka *)

. Nomor Akta |krar Wakaf Uang: . e

0 Nomor Sertifikat Wakaf Uang: ..

"“DF’:’T‘*'F"’

Kepata Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota...............cc.c......

*) Coret yang tidak perlu.
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Model Wu.5

BUKU PENDAFTARAN WAKAF UANG LKS-PWU

FENDAFTARAN

JENIS WAKAF

NO. NAMA ) JUMLAH PERUNTUKAN
NOMOR TANGGAL | LSK-PWU {RP) ABADI BERJANGKA
1 2 3 4 5 6 7 [
..20..

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota.....................
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Model Wu.6

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/ KOTA................
L Telp............Fax.............

Nomor
Lamp.
Perinhal

: Laporan Pendaftaran Wakaf Uang

Kepada Yth.

Menteri Agama RI

Up. Kepala Kantor Departemen Agama
Provinsi.......cccoccciviviiiniiiiiinnnnn,

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Dengan hormat, berdasarkan BAB IV, Pasal 7 ayat
{1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dengan ini kami
sampaikan laporan pendaftaran wakaf uang yang telah
tercatat dan terdaftar selama 6 (enam} bulan pada Kantor

Departemen Agama Kabupaten/Kota...................coins
dengan jumlah wakif............... dengan nilai wakaf sejumlah
Rp.ooieiie, oo, ), terdiri dari jenis wakaf
uangabadi Rp..................... (e ) dan jenis wakaf
uang berjangka Rp................. (oo ).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalam
Kepala.......ccooo i ceeveiiniiinin
NIP.

TJembusan:
Badan Wakaf Indonesia;
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Model Wu.7

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI................
J Telp............Fax. ... ...

NOMOr & e e 20
Lamp.
Perihal : Laporan Pendaftaran Wakaf Uang

Kepada Yth.

Menteri Agama RI

Up. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Jakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan BAB IV, Pasal 7 ayat
(1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dengan ini kami sampaikan
laporan pendaftaran wakaf uang yang telah tercatat dan terdaftar
selama 6 {enam) bulan pada Kantor Wilayah Departemen Agama

Provinsi............................ dengan jumlah wakif.............
dengan nilai wakaf sejumitah Rp.................... , terdiri dari jenis
wakafuangabadiRp................... SO ) dan jenis wakaf
uang berjangka Rp................. (oo ).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepala..........ccoominicvveirreirns

Tembusan:
Badan Wakaf Indonesia;
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Model Wu.8
Diprint di atas kertas berlogo Bank

Lamp.
Peribal : Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang

Kepada Yth.

Menteri Agama Rl

Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Jakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan laporan keuangan

tahunan wakaf uang PT. Bank.................... per tanggal 31
Desember 20... , sebagai berikut:
1. Nazhir.......................

No. Keterangan

Rekening Giro/Tabungan Wakaf Uang
Saldo Rekening per akhir tahun Rp..co

2. ] Jumlah Bagi Hasil Seiama Tahun Befjalan | Rp......ccoee e,

Rekening Deposito Wakaf Uang

1. | Totai Nominal Deposito per Akhir Tahun { Rp..........cc.oe .
2. | Bagi Hasil Selama Tahun Berjalan Rp.ies

2. Nazhir......................
sda
3. dst
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
PT.Bank......c..cccovnviiivmrnnnncns

ttd pejabat bank _
(nama lengkap dan jabatan)

Tembusai:
Badan Wakaf Indonesia;
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Model Wu.9

LAPORAN PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR

SETIAP & (ENAM) BULAN

Hari/tanggal
Nama Wakif
Nama LKS-PWU :
Jumlah Wakaf Uang :

Jenis Wakaf . Abadif Berjangka *)
Peruntukkan :
PELAKSANAAN PENGGUNAAN HASIL RENGANA
NO. | PENGELOLAAN | PENGEMBANGAN | PENGELOLAAN WAKAF
UANG PENGEMBANGAN
1 Z 3 4 5
.................... 20......

................

Nama dan Tanda Tangan
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PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK
BERGERAK DAN BENDA BERGERAK
SELAIN UANG






PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN
BENDA BERGERAK SELAIN UANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal
13 ayat (3}, Pasal 33, Pasal 37 ayat {5), Pasal
39 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 56 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Waka, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara
Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda
Bergerak Selain Uang,

1.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2004 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4459};

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4667);

Peraturan Presiden Nomaor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon |
Kementerian Negara seba gaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon
| Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 592);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 851} N



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG

TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK
BERGERAK DAN BENDA BERGERAK
SELAIN UANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/
atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki
daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta
mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan
oleh Wakif.

krar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang
diucapkansecara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk
mewakafkan hartabenda miliknya.

Maugquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh
manfaatdari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan
kehendakWakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Nazhir adalah pihak yang menerima Harta Benda Wakaf
dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.

Akta lkrar Wakaf, yang selanjutnya disebut AIW adalah akta
otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

212

yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan
harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan
peruntukannya.

Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf selanjutnya disebut APAIW
adalah Akta yang dibuat dalam hal perbuatan wakaf sudah
diketahui berdasarkan berbagaipetunjuk dan/atau keterangan
dua orang saksi, dan Akta lkrar Wakaf tidak mungkin dibuat
karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi
keberadaannya.

Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf, yang selanjutnya disebut
PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh
Menteri untuk membuat AIVV.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk
mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Tanah Hak Milik adalah hak turun-menurun terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan
mempunyai fungsi sosial.

Tanah Hak Guna Usaha adalah hak untuk rengusahakan
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan jangka
wakiu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Tanah Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan
dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang
bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Tanah Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/

atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi



16.

17.

18.

19,

20.

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan
perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian
yang dilengkapt dengan bagian bersama, benda bersama,
dan tanah bersama.

Saham Syariah adalah bukti kepemilikan yang dikeluarkan
oleh perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang
halal sesuai prinsip syariah.

Masyarakat adalah organisasi masyarakat, perkumpulan,
badan hukum, dan perorangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang
tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.
b.
C.

Perwakafan Benda Tidak Bergerak;
Perwakafan Benda Bergerak Selain Uang; dan
Pengawasan dan Pelaporan.
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BAB Il
PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK

Bagian Kesatu
Tanah

Pasal 3
Benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan,
meliputi:
a. Tanah bersertifikat Hak Milik;

b. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha
atau Hak Pakai di atas Tanah Negara;

¢. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di
atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain; dan

d. Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjd,
mushala, dan/atau makam.

Pasal 4

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan
huruf d, diwakaftkan untuk jangka waktu tidak terbatas.

{2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan

huruf ¢, diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai
dengan berlakunya hak atas tanah berakhir.

Pasal 5

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tidak
dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan,
atau tidak dijaminkan.

(2) Keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani
segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan
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dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, wajib memiliki izin
tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Bagian Kedua
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Pasal 7

(1)} Hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat diwakafkan untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang satuan rumah susun.

(2) Hak milik atas Satuan Rumah Susun yang diwakafkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibuktikan dengan
sertifikat hak milik.

Bagian Ketiga
Hak Milik atas Kapal dengan Bobot di Atas 20 Ton

Pasal 8

(1) Hak milik atas Kapal dengan bobot di atas 20 ton dapat
diwakafkan sebagai benda tidak bergerak.

(2) Wakaf hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan tanpa
merubah fungsinya.

{3) Wakaf hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan kemampuan Nazhir dalam mengelola
benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
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(4) Hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1} dibuktikan dengan akte
pendaftaran kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

BAB Ili
PERWAKAFAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan, meliputi:

a. benda bergerak selain uang yang karena sifatnya dapat
berpindah atau dipindahkan; atau

b. benda bergerak selain uang karena ketetapan undang-
undang.

(2) Benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus berupa benda bergerak yang tidak dapat
dihabiskan karena pemakaian, atau karena sifatnya dan
memiliki manfaat jangka panjang, termasuk air dan bahan
bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wakaf atas Benda Bergerakyang karena sifatnya
dapat berpindah atau dipindahkan

Pasal 10
Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1}
huruf a dan ayat (2), meliputi:
a. kapal dengan bobot dibawah 20 ton;
b pesawat terbang;
¢. kendaraan bermotor;
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mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada
bangunan,

logam dan batu mulia; dan/atau
benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena

sifatnya dan memifiki manfaat jangka panjang.
Bagian Ketiga

Wakaf atas Benda Bergerak karena ketetapan
undang-undang

Pasal 11

Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. surat berharga;
b. hak atas kekayaan intelektual; dan
¢. hak atas benda bergerak lainnya.
Pasal 12
Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a,
meliputi:
a. saham/saham syariah;

b
C.
d

Surat Utang Negara/Surat Utang Syariah Negara;

obligasi pada urnumnya/surat utang syariah; dan

surat berharga syariah lainnya yang dapat dinilai dengan
uang.

Pasal 13

Wakaf saham/saham syariah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a terdiri dari:

a. saham/saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup; dan
b. saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka.
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(2)

(2)

AIW/APAIW  saham/saham syariah Perseroan Terbatas
Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk
dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.

AMW/ARPAIW saham/saham syariah Perseroan Terbatas
Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai
sub registry yang melakukan kegiatan kustodian dan
menatausahakan saham/saham syariah untuk dicatat
sebagai wakaf atas nama Nazhir.

Pasal 14

AIW/APAIW Surat Utang Negara/Surat Utang Syariah
Negara dan Obligasi pada umumnya/surat utang syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf
¢, wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas yang
bertindak sebagai sub registry, untuk dicatat sebagai wakaf
atas nama Nazhir.

AIW/APAIW Surat Berharga lainnya yang dapat dinilai
dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
d, wajib disampaikan kepada lembaga yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk dicatat sebagai Wakaf atas nama Nazhir.

Pasal 15

hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b, meliputi:

a.

® a0
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hak cipta;

hak merek;

hak paten;

hak, desain industri;
hak rahasia dagang;



f. hak sirkuit terpadu;
g. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
h. hak lainnya.

Pasal 16
hak atas benda bergerak lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf ¢, meliputi:

a. haksewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak;
atau

b. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas
benda bergerak.

Pasal 17

Wakaf atas benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PERWAKAFAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain
uang, dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang
diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk
mewakafkan harta benda miliknya.

(2) Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam AIW.
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Pasal 19

{1} Pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh Wakif atau kuasa-
nya kepada Nazhir yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
dihadapan PPAIW.

(2) Pernyataan ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan administratif
paling sedikit meliputi:

a. nama dan identitas Wakif;

b. nama dan identitas Nazhir;

€. nama dan identitas petugas pelaksana Nazhir, khusus
bagi Nazhir Organisasi/ badan hukum;

d. nama dan identitas saksi; dan

e. data serta keterangan harta benda Wakaf.

(3) Dalam hal harta benda Wakaf berasal dari harta bersama,
maka selain persyaratan adminisirasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wakif harus memperoleh
izin/persetujuan dari suamifistri.

Bagian Kedua
Pembuatan AIW/APAIW

Pasal 20

(1} AIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2),
ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/
atau Mauquf "alaih, disahkan cleh PPAIW.

{2) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya dibuat
oleh PPAIW dalam rangkap 7 (tujuh} untuk disampaikan
kepada:

a. Wakif;

b. Nazhir;

c. Mauquf alaih;

d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
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(3)

(3)

e. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda
wakaf berupa tanah;

f. Badan Wakaf Indonesia; dan

g. instansi berwenang lainnya.

Penyampaian salinan AIW sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e, dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari.

Pasal 21

Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan
perbuatanwakaf telah terjadi dan wakif sudah meninggal
dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat
APAIW.

APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh
PPAIW berdasarkan:

a. berbagai petunjuk (garinah);

b. keterangan 2 (dua) orang saksi; dan/atau

c. keterangan Nazhir.

Pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang
mengetahui keberadaan benda wakaf.

Pasal 22

Dalam hal masyarakat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (3), tidak mengajukan permohonan pembuatan
APAIW, kepada desa/lurah wajib mengajukan permohonan
pembuatan APAIW kepada PPAIW atas wakaf yang belum
dituangkan dalam AIW.

Pasal 23

Bentuk dan isi AIW, APAIW, salinan AIW, dan salinan APAIW
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
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Bagian Ketiga
Pendaftaran Harta Benda Wakaf
Paragraf 1

Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

Pasal 24

(1) Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah harus
didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang
pertanahan.

{2) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan AIW atau APAIW.

(3) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan permohonan atas nama
Nazhir dengan sebagaimana berdasarkan melampirkan:

a.

sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas
satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti
pemilikan tanah lainnya;

surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa
tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak
dijaminkan yang diketabui oleh kepala desa atau lurah
atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh
camat setempat;

surat persetujuan dari suami/istri apabila benda wakaf
merupakan harta bersama;

surat persetujuan dari ahli waris apabila benda wakaf
merupakan harta waris;

izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya
diperoleti dari instansi pemerintah, pemerintah daerah,
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,

'dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat

dengan itu;



f. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat
dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin
pelepasan/peralihan; dan

g. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam
hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan
di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 25

Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan tata
cara sebagai berikut:

a.

terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan
menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian
dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat
hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah
wakaf atas nama Nazhir;

terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal
dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah
wakaf atas nama Nazhir;

terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak
pakai di atas tanah Negara, yang telah mendapatkan
persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang
di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas
nama Nazhir;

terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan
masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf
atas nama Nazhir: dan

Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/
kota setempat mencatat perwakafan tanah yang ber-
sangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
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Paragraf 2
Benda Bergerak Selain Uang.

Pasal 26

(1) Nazhir setelah memperoleh AIW/APAIW dari PPAIW wajib
mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang atas
namanya kepada instansi yang berwenang paling lambat 7
(tujuh) hari sejak diterimanya AIW/APAIW dari PPAIVW.

{2) Setelah pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nazhir wajib
menyampaikan kopi bukti pendaftaran yang telah dilegalisir
kepada BWI.

(3) Dalam hal BWI perwakifan belum terbentuk, kopi bukti
pendaftaran yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, disampaikan kepada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota setempat.

BAB V
NOTARIS SEBAGAI PPAIW

Pasal 27

(1)} Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan
Menteri.

{2) Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW
sebagai berikut:
a. beragama Islam;
b. amanah; dan
c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang

diterbitk&!n oleh Kementerian Agarma.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, dapat
diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan
kepada Menteri.
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(1)

(2)

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaporan

Pasal 28

Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta
benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf
bergerak selain vang kepada Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam)
bulan sekali.

Laporan pengelotaan harta benda wakaf sebagaimana
dimaksud pada avat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan,
pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.

Pasal 29

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota waijib
melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak
bergerak dan benda bergerak selain uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, kepada Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodik
setiap 6 (enam) bulan sekali.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara periodik
setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 30

Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit berisi:

a.
b.

jenis harta benda wakaf yang dikelola;
bentuk pemanfaatan harta benda wakaf;
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c. hasil pengelolaan harta benda wakaf, dan
d. penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan

Pasal 31

(1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh:

a. Kementerian Agama; dan
b. Masyarakat.

(2) Pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, ditakukan dengan pemeriksaan
langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan harta benda
wakaf.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikoordinasikan oleh Menteri Agama dalam hal ini Direktur
Jenderal.

Pasal 32
Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31, paling sedikit meliputi:
a. fungsi harta benda wakaf;
administrasi pengelolaan harta henda wakaf;
pengembangan harta benda wakaf,
proses pengelolaan harta benda wakaf;
hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan
manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.

~® a0 o

Pasal 33

Pengawasan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32, dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap
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laporan Nazhir, danfatau memeriksa laporan tertulis dari
masyarakat,

Pasal 34

(1) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, disampaikan kepada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota dan/atau BWI.

(2} Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan pada Direktorat Jenderal melalui
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 35

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1),
dilaporkan kepada Menteri dan Ketua BWIi Pusat.

Pasal 36

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, menunjukan bahwa Nazhir terbukti melakukan
pelanggaran, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. perwakafan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan
Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah berdasarkan Peraturan
Menteri ini; dan

b. semua Peraturan Menteri yang mengatur mengenai
pelaksanaan perwakafan dinyatakan tetap berlaku sepanjang
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tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan yang
baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIli
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tfanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013
NOMOR 1047
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
ukum dan Kerja Sama Luar Negeri
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 800 TAHUN 2014
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA

BERGERAK SELAIN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang :

Mengingat

bahwa dalam untuk melaksanakan peraturan
Menteri Agama Rl nomor 73 Tahun 2013
tentang Tala Cara Perwakafan Benda Tidak
Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang,
periu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri AQama Nomor
73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan
Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak
Selain Uang;

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20068 Nomor 4667);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara Republik sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2314 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden
Nomaor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi dan Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Pembentukan, Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara seria
Susunan OQOrganisasi, Tugas, Dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 25),

Peraturan Menteri Agama Nomor 10
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama; {(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592); -

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Instansi Kementerian Agama; (Bernita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 851);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun
2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda
Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain
Uang (Berita Negara Republiik Indcnesia
Tahun 2013 Nomor 1047)..

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK
BERGERAK DAN BENDA BERGERAK
SELAIN UANG.

Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf dalam
melaksanakan kegiatan penerimaan wakaf
Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak
Selain Uang adalah Kepala Kantor Urusan
Agama, dipergunakan formulir dengan tata cara
pengisian formulir sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

Formulir sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU terdiri atas :
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v LN =

10.

1.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18,

19.

Ikrar Wakaf Tanah;

Akta lkrar Wakaf Tanah;

Salinan Akta {krar Wakaf Tanah;

Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf Tanah;
Salinan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf
Tanah;

Pengesahan Nazhir perseorangan bagi
wakaf benda Tidak bergerak;

Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan
Hukum bagi wakaf benda tidak bergerak;
Laporan Nazhir (Perseorangan} Tentang
Pengelcolaan Wakaf Tanah;

Laporan Nazhir (Organisasi) Tentang
Pengelolaan Wakaf Tanah;

Laporan Nazhir (Badan Hukum) Tentang
Pengelolaan Wakaf Tanah;

Pendaftaran Tanah Wakaf;

Keterangan Kepala Desa/ Lurah tentang
Tanah Wakaf;

Pendaftaran Tanah Wakaf Lama;

Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang
Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak Selain
Uang;

Salinan Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak
Setain Uang;

Akta Pengganti Akta |krar Wakaf Benda
Bergerak Selain Uang;

Salinan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf
Benda Bergerak Selain Uang;

Pengesahan Nazhir Perseorangan bagi
Wakaf Benda Bergerak Selain Uang; dan



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

20. Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan
Hukum bagi Wakaf Benda Bergerak Selain
Uang

Tata cara pengisian formulir sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KETIGA tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur
Jenderat ini.

Formulir dan tata cara pengisian formulir
merupakan pedoman teknis bagi Pejabat
Pembuat Akta |krar Wakaf dalam melaksanakan
Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda
Bergerak Selain Uang.

Notaris dalam membuat Akia Wakaf Benda Tidak
bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pada saat Keputusan Direktur Jenderai ini mulai
berlaku, ketentuan mengenai formulir yang
digunakan oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf terhadap pelaksanaan Wakaf Benda
Tidak bergerak dan Benda Bergerak Selain
Uang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Isiam dan Urusan Haji
Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan
Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-
Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik
harus menyesuaikan dengan Keputusan ini
dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak Keputusan Direktur Jenderal ini
mulai berlaku.
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KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku.
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Desember 2014

IREKTUR JENDERAL
.p“'*ﬁ . INGAI:~I MASYARAKAT ISLAM,

&7 ~ 40

!

2 )

%‘JK = . DR. H. MACHASIN, MA
195610131981031003 L

*
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LAMPIRAN |

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK
BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

WT. 1

IKRAR WAKAF TANAH
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:
Namalengkap =
Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempat/tanggal lahir (umur) ................................................
Agama e e
Pendidikan;
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Alamat

Jabatan (wakif organisasi/

badan hukum} O OO

Bertindak atas nama :perseorangan/forganisasi/
badan hukum

Pada hari ini, tgl, bln, thn  ererenerr s r—e s

dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya:
status hak dan nomor PP O PP PTOUEPPURN
alas hak/ surat lain:
(jika belum bersertipikat)
luas
batas-batas
timur
barat
utara
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selatan

letak
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/ Kota
Provinsi

untuk keperluan

Wakaf tanah tersebut dikelola oleh Nazhir perseorangan, Nazhir
badan hukum, Nazhir Organusasu yang diwakili oleh:

Nama lengkap SO TOPPPRPPION
Nomor Induk Kependudukan @ ...
Tempat/ tanggal lahir (Umur) & ...
Agama U OPP
Pendidikan e
Pekerjaan RO OUP PP UOPPO
Kewarganegaraan et e e
Alamat OO PO OO S URPRUPRURPPO

Ikrar Wakaf ini diucapkan oleh saya dihadapan Nazhir dan Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh:

1. Nama lengkap e
Nomor Induk Kependudukan ...............................................
Tempat/ tanggal lahir (umur} ................................................
Agama
Pendidikan
Pekerjaan
Kewarganegaraan OO O RO OO P PP UU TP TRPPR
Alamat ‘ OO UTUS SO

2. Nama lengkap
NomorlndukKependudukan
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Tempat/itanggal lahir {Umur) @ ...
Agama U STUSPPTPPUTTOU
Pendidikan L e e e ettt
Pekerjaan Lttt e e e
Kewarganegaraan T ettt iaae e e er e ananees
Alamat T e

Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.

3.

4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama
5.

6.
7.

Lembar pertama untuk Wakif,
Lembar ketiga untuk Mauguf ‘alaih.

kabupaten/kota.

Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota
dalam hal benda wakaf berupa tanah.

Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia.

Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Demikian |krar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri tanpa
paksaan dari pihak lain.

Nazhir, Walkif,

Materai Rp. 6.000,-

} (oo )
Mengetahui :
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
(PPAIW)
NIP.
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WT. 2
AKTA IKRAR WAKAF

Pada hari ini,......c........ tanggal................ Hitanggal.............. M
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta
lkrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.................... Kabupaten/
Kota......oooooo oo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi
yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/
diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap e e
Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempat/ tanggal lahir (umur) ...............................................
Agama OO U TOUPTRUP
Pendidikan U OO T U UR ORI UOTTRUPR
Pekerjaan L e e e e eee s
Kewarganegaraan T et et aterrrar e eene e e aananeaeaeaenaas
Alamat SR PRTTPO

Jabatan (wakif organisasi/

badan hukum) L et et eaa e tans

Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi /
badan hukum

selanjutnya disebut Wakif

2. Nama lengkap L e e
Nomor [nduk Kependudukan ...............................................
Tempat/tanggal lahir umur) ................................................
Agama e et e ae e
Pendidikan © tererar e ar et m e ne e e eie e
Pekerjaan U UOU U OP PPV
Kewarganegaraan O UP TP ’
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Alamat L erarerabree et et e ey ee e

Jabatan (Nazhir organisasi/

badan hukum) L e e e n e

Bertindak atas nama . perseorangan/ organisasi/
badan hukum

selanjutnya disebut Nazhir

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada
Nazhir berupa sebidang tanah:

status hak dan nomor OO U PUOO U SUPTORURI PP
alas hak/ surat lain L e
(jika belum bersertipikat)
luas e treieer i es e et e e eertaeren
batas-batas
a. timur et eierrrera e ra e
b. barat L e e e e
c. Utara et ra ey
d. selatan T et et ee e enra—— e r————,
letak
a. Desa/ Kelurahan L e e ae e
b. Kecamatan OO SO O PP ORI OROTPUURIURTRSURTTOTPITON
c. Kabupaten/Kota TR
d. Provinsi L e e e ra et
untuk keperluan © et e e

dengan disaksikan oleh:

1. Nama O OO
Nomor Induk Kependudukan @ ...
Tempat/ tanggal lahir (Umur) @ ..o
Agama U TTRU
Pendidikan L rrererae ey a ey e e na s
Pekerjaan et et
Kewarganegaraan © teereeresnraa et e e raneeeae e e e rarrraaa s
Alamat U SUURUO PSP
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2. Nama e

Nomor Induk Kependudukan @ ...
Tempat/tanggal lahir (umur) = ...
Agama SRR
Pendidikan USSR SUPPPROPON
Pekerjaan ORISR
Kewarganegaraan TP PP UTOPROt
Alamat et a e et

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.

2. Lembar kedua untuk Nazhir.

3. Lembar Ketiga untuk mauquf ‘alaih.

4. Lembar Keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama

kabupaten/kota.

5. Lembar Kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota
dalam hal Benda wakaf berupa tanah.

. Lembar Keenam untuk Badan Wakaf Indonesia; dan

. Lembar Ketujuh untuk instansi berwenang.

-~ N

..................... R I R R R T R T P

Nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

 (PTOO ) (oo )
NIP.
Saksi-saksi:
1 SO S )
2, (oo }
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Pada hari ini,.ccoccvveennn... tanggal................ H/tanggal............. M
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf (PPAIW) Kecamatan...................... Kabupaten/Kota
........................ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami
kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan
kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap PRSP UUUTPPPPTUUTPPPRUPPOON
Nomor Induk Kependudukan ..............................................
Tempalt/ tanggal lahir (umur} ...............................................
Agama PO PPN
Pendidikan H USRI
Pekerjaan OO OORPORTOUPRPI
Kewarganegaraan PRV PR PN UPPRPUPRPRO
Alamat O SORSPSOPOPPORP

Jabatan (wakif organisasi/

badan hukum OO SO OO UU SO POUIPI RTINS

Bertindak atas nama “perseorangan/organisasi/
badan hukum

selanjutnya disebut wakif

2. Nama lengkap PR
Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempat/tanggal lahir (Umur) @ .o
Agama U UNRR
Pendidikan T et en et e e e
Pekerjaan TP ORTOPPRP PP



Kewarganegaraan e et
Alamat L e a e e eraeeearen e eree

Jabatan {wakif organisasi/

badan hukum T e e aaaaeas

Bertindak atas nama :perseorangan/organisasi/
badan hukum

selanjutnya disebut Nazhir

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada
Nazhir berupa sebidang tanah;

status hak dan nomor

.................................................

alas hak/surat lain e e e ateen s eaald N
(jika belum bersertipikat)
luas
hatas-batas
a. timur ettt ettt
b. barat e e e
c. utara e et s
d. selatan et re e be et e— e ann v e tan, -
letak
a. Desa/Kelurahan © e et erteab e re et s
b. Kecamatan U UT OO
¢. Kabupaten/Kota et e ee e eeee e T
d. Provinsi SO PRPTUU
untuk keperiuan S U S PUSRUUPUOVUUUURR ..

dengan disaksikan oleh:

1. Nama e
Nomor Induk Kependudukan © ..................cocoviveiniiecierieen e,
Tempal/ tanggal lahir (umur) @ ..o,
Agama PO
Pendidikan : '
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Pekerjaan PP TP OTTTRPN

Kewarganegaraan et — e eataaas
Alamat UV U PO PR
. Nama LU URRUURPURS
Nomor Induk KependudUukan @ ...
Tempat/ tanggal lahir (Umur} & e,
Agama L e ne e
Pendidikan T eireretere e m e araeeeeneeanbaaa s
Pekerjaan L ettty e e aaa e raa s
Kewarganegaraan PO PR
Alamat T et na e neaa e

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh}:

1.

®

Lembar pertama untuk Wakif.

2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3.
4. Lembar keempat untuk kepala kantor Kementerian Agama

Lembar ketiga untuk Mauquf “alaih.

kabupaten/kota.

Lembar kelima untuk kantor Pertanahan kabupaten/kota
dalam hal benda wakaf berupa tanah.

Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia; dan

Lermbar ketujuh untuk instansi berwenang.

Disalin sesuai dengan aslinya:
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
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WT. 3
AKTA PENGGANTI| AKTA IKRAR WAKAF TANAH

Pada hari ini,............... tanggal............... H/ tanggal ............. M
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf (PPAIW) Kecamatan........................ Kabupaten/ Kota
....................... Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami
kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan
kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta Pengganti ini :

1. Nama lengkap e
Nomor Induk Kependudukan @ ...
Tempat/ftanggal lahir (umur) @
Agama et a e
Pendidikan SO U PP PP UT PO PUTPTORPPOTN
Pekerjaan USROS RS PRRR
Kewarganegaraan e et a et rr e
Alamat L et e e e

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (pilih salah satu
yang sesuai):
a. Diri sendiri
b. Kepala Desa/Lurah......c.c.ccoens Kecamatan ....................
Kabupaten/Kota ........................Provinsi ...........................
c. Organisasi/ Badan Hukum
Nama Organisasi/
Badan Hukum U
Nomor Akta Notaris e e e
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telah mendaftarkan sebidang tanah wakaf :

status hak dan nomor SO O OO SRR PUPUPRTPRPR
alas hak/ surat lain SO U PP UO PO PRPPOTEPTO
(jika belum bersertipikat)
luas e ereeerresrrrersrr e e n s
batas-batas
a. timur T e
b. barat T e rerertr e e e g e entnaeaenaaa e e nanaas
¢. utara e
d. selatan PO URUPUURUPRPITON
letak
a. Desa/Kelurahan e e s
b. Kecamatan RO UOSOTUPOPPON
c. Kabupaten/ Kota T ettt e et ae e
d. Provinsi e
untuk keperluan T e e
dengan disaksikan oleh:

1. Nama SO U USROS UORUPURRPUOR PPN
Nomor Induk Kependudukan @ ...,
Tempat/tanggal lahir (UmMUr) @ oo
Agama O OO U PO PPNV TOT PP
Pendidikan U URSP OO U PO URTOPRTTUOUPIOPN
Pekerjaan USSPt
Kewarganegaraan e et e
Alamat et

2. Nama SN
Nomor Induk Kependudukan @ ...........ccoooiviinniriinii
Tempatitanggal lahir (UMUE) e e
Agama VRSO SURRUURRN
Pendidikan T e rrerre e mmeteeeeentnaaeaennne e aneaaas
Pekerjaan L e e e
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Kewarganegaraan
Alamat

................................................

Tanah tersebut adalah wakaf dan

Nama lengkap TR U ST PP ST PP SOR PSRN PUORPURI
Alamat e e

Diwakafkan pada tahun

Dikelola oleh Nazhir:

Nama lengkap e e
Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempat/tanggal lahir (umury © ...
Agama L e e
Pendidikan et nteaeamet e anee e aneneaeaanes
Pekerjaan U OU PR OU PRSP RSPRURURRRUTN
Kewarganegaraan :

Alamat L e e et et a et as e e e aaearns

................................................

Jabatan (organisasi/

badan hukum) T ettt e are

Bertindak atas nama .perseorangan/organisasi/
badan hukum

Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1.

5.

B.

Lembar pertama untuk Wakif.

2. Lembar kedua untuk Nazhir,
3.
4. Lembar keempat untuk kepala Kantor Kementerian Agama

Lembar ketiga untuk Mauquf ‘alaih.

kabupaten/kota.

Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/Kota
dalam hal benda wakaf berupa tanah.

Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia; dan
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7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Nazhir, Pejabat Pembuat Akta krar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

{ e } (e )
NiP.
Saksi-sakstk:
Y (U )
2 B S )
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WT. 3a
SALINAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF TANAH

NOMOF: i Tahun ...
Pada hariini, ............. tanggal............. H/ tanggal ................ M
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta
ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan............... Kabupaten/ Kota

....................... Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami
kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan
kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta Pengganti ini:

Nama lengkap

Nomor induk Kependudukan

Tempatftanggal lahir (umur)

Agama L ettt
Pendidikan T et e iaeeraseraeeeaeeraraes
Pekerjaan Do
Kewarganegaraan R RROI
Alamat et e e ae e

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (pilin salah satu
yang sesuai}:
a. Diri sendiri
b. Kepala Oesa/ Lurah .........................Kecamatan .............
Kabupaten/Kota .................c..ccoin. Provinsi ..................
¢. Organisasi/ Badan Hukum
Narma QOrganisasi/
Badan Hukum
Nomor Akta Notaris
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telah mendaftarkan sebidang tanah wakaf:

status hak dan nomaor
alas hak/surat nomor
(jika belum bersertipikat)
luas
hatas-batas
a. timur
b. barat
c. utara
d. selatan
letak
a. Desa/Kelurahan
b. Kecamatan
¢. Kabupaten/Kota
d. Provinsi
untuk keperluan

dengan disaksikan oleh:
1. Nama

Nomor Induk Kependudukan

...............................................

-------------------------------------------------

................................................

................................................

Tempat/ tanggal lahir (umur) : ...

Agama
Pendidikan
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Alamat

. Nama

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (UM} @ .o

Agama
Pendidikan
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Pekerjaan
Kewarganegaraan
Alamat

.................................................

................................................

Tanah tersebut adalah wakaf dan

Nama lengkap MO P SRR OPRPRR
Alamat ST

Diwakafkan pada tahun

Dikelola oleh Nazhir:

Nama lengkap PR PRO OO
Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempat/ tanggal lahir (umur) ................................................
Agama KOOSO
Pendidikan L etrteries e e neannr e ne s
Pekerjaan E OOV USROS
Kewarganegaraan e et e e
Alamat L evrreere e et e e et neeeae e nes e

Jabatan( Nazhir organisasi/

badan hukum) PO PO

Bertindak atas nama . perseorangan/ organisasi
badan hukum

Salinan Akta |krar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (fujuh):

1.

Lembar pertama untuk Wakif.

2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3.
4. Lembar Keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama

Lembar Ketiga untuk Mauquf 'alaih.

kabupaten/kota.

Lembar Kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota
dalam hal benda wakaf berupa tanah.

Lembar Keenam untuk Badan Wakaf Indonesia.

254



7. Lembar Ketujuh untuk instansi berwenang.

................... TR L L LR R RS R R T

Disalin sesuai dengan aslinya:
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
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WT. 4a
PENGESAHAN NAZHIR ORGANISASI/BADAN HUKUM

NOmMOr: ... Tahun ...............
Pada hariini, .............tanggal ................ Hitanggal .............. M
kami Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf Kecamatan...............
Kabupaten/ Kota...........ccoo.. yang berdasarkan Pasal 37

Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat
menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), setelah
mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan:

1. Nama Organisasi/ Badan Hukum ...
2. Nomor Akta Notaris T e e s

3. Pimpinan pusat berkedudukan di @ ...
4. Susunan pengurus:
a. Ketua OSSO U OPOPPNE
b. Sekretaris
c. Bendahara

..........................................

Kegiatan organisasi:

Sebagai Nazhir atas tanah wakaf seluas ...
yang terletak di:

RT/RW, Desa/Kelurahan e e
Kec., Kab. / Kota, Prov. ettt en
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Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di
pada tanggal

FPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
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WT. 5

BENTUK LAPORAN NAZHIR (PERSEORANGAN)
TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TANAH

No Jenis yang dilaporkan Lga:ag‘;::p Keterangan

1 | Data harta benda wakaf

2 | Peruntukan harta benda wakaf

3 | Pengelolaan dan pengembangan

harta benda wakaf

4 | Aliran kas (cash flow)

5 | Pemanfaatan harta benda wakaf

6 | Data Wakif dan Nazhir

7 | Pencatatan dari buku tanah

8 | Perubahan status (jika ada)

S | Pergantian Nazhir (jika ada)
Perseorangan
Nama Nazhir
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WT. 5a

BENTUK LAPORAN NAZHIR (ORGANISASI)
TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TANAH

Uraian

Lengkap Keterangan

No Jenis yang dilaporkan

1 | Data harta benda wakaf
2 | Peruntukan harta benda wakaf

3 | Pengelolaan dan
Pengembangan Harta benda
wakaf

4 | Aliran kas {cash fiow)

5 | Pemanfaatan harta benda
wakaf

6 | Data Wakif dan Nazhir

7 | Pencatatan dari buku tanah
8§ | Perubahan status (jika ada)
9 | Pergantian Nazhir {jika ada)

Ketua Organisast; Sekretaris Organisasi,
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WT. 5b

BENTUK LAPORAN NAZHIR (BADAN HUKUM)
TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TANAH

No Jenis yang dilaporkan Lléfgs;p Keterangan
1 | Data harta benda wakaf
2 | Peruntukan harta benda wakaf
3 | Pengelolaan dan
Pengembangan
Harta benda wakaf
4 | Aliran kas {cash flow)
5 | Pemanfaatan harta benda
wakaf
6 | Data Wakif dan Nazhir
7 | Pencatatan dari buku tanah
8 | Perubahan status (jika ada)
8 | Pergantian Nazhir (jika ada)
Direktur, Sekretaris,
 DET PO OO U ) (PO }

260



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOr o e e
Lampiran : ..o
Hal : Pendaftaran Tanah Wakaf

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten /Kota ................c......

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan berkas permohonan
pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai
berikut:

1. Surat permohonan konversi/penegasan hak.

2. Surat bukti kepemilikan tanah.

3. Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf.
4. Surat Pengesahan Nazhir,

Demikian, selanjutnya mohon dicatat pada buku
tanah dan sertifikat.

Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf,
U RUROORUPUURORRTROR )
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota .............
2. Arsip.
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ........ccccmeneennee
KECAMATAN .........cieeere.. DESA/IKELURAHAN ..............c.o.o0s

KETERANGAN KEPALA DESA/LURAH
TENTANG TANAH WAKAF

N OO e

Dengan ini, saya Kepala Desa/lurah ...
menerangkan bahwa tanah berupa sawah, pekarangan, kebun
dan lain-lain:

status e e
luas T e e et a et e et a et et eae it raeaens
SURAt-SUIAE e
batas-batas & ..o
alamat e et e et raareertetr i ————vaoraan

adalah benar tanah wakaf

Demikian, agar menjadi maklum bagi yang berkepentingan.

Kepala Desa/Lurah, Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf,
(e e ) (e }
NIP.
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Nomor @ s e, e eaee e e
Lampiran @ ...
Hal : Pendaftaran Tanah Wakaf Lama

Kepada Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan

Assalamu’alaikum Wr. Whb.

Dengan ini, saya:

Nama lengkap e
Nomor Induk Kependudukan © ...
Tempat/ tanggal lahir (umur) @ ...
Agama IO UR NPT
Pendidikan RSP OPRI
Pekerjaan et erie e eeas
Kewarganegaraan OSSPSR
Alamat RO PORRPPTON

menerangkan bahwa tanah berupa sawah, pekarangan,
kebun dan lain-ain :

status

luas
surat-surat
batas-batas
alamat
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yang sekarang dikelola oleh Nazhir © ..........................
wakaf untuk keperluan

Bersama ini saya sertakan Surat Keterangan Kepala
Desa/Lurah tentang tanah wakaf tersebut. Hal ini saya
sampaikan untuk didaftarkan sebagai tanah wakaf.

Wassalam
Yang mendaftarkan,



WSU. 1

IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK SELAIN UANG
Bismiflaahirrahmaanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya;

Nama lengkap e e
Nomor Induk Kependudukan = ... e
Tempat/ tanggal lahir (umur) .
Agama e e e s
Pendidikan OISO USR VR OPROO OO
Pekerjaan PP
Kewarganegaraan e e
Alamat O OSSO OR PRSP
Jabatan (Wakif Badan Hukum): ...
Bertindak atas nama RO
Pada hari ini, tgl, bin, thn © i r e a e e ae e e
dengan ini mewakafkan benda bergerak selain uang berupa
status
ukuran s
surat-surat L et et e e s
spesifikasi L ettt a
alamat e e e et e e ae e e
untuk keperluan T et oo
jangka waktu TSRO UUURO

Wakaf benda bergerak selain uang tersebut dikelola oleh Nazhir
perseorangan/organisasi/badan hukum, yang diwakili oleh:

Nama lengkap OO ORI TURPR
Nomor Induk Kependudukan OO PR UPTTPRPEUR
Nomor Induk Kependudukan b itr e r e en e —————————



Tempat/ tanggal lahir (umur) et

Agama PP PP RP YOOI
Pendidikan USSR URUR U
Pekerjaan e
Alamat e e e

lkrar Wakaf ini diucapkan kepada Nazhir di hadapan Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh:

1. Nama lengkap e e
Nomor Induk Kependudukan ...
Tempat/ tanggal lahir (Umur) ..o e
Agama e
Pendidikan OO U U U TSP OU OO P UUPPORTOUPIOR
Pekerjaan e e — e —— i anaeaaanas
Kewarganegaraan e e e e e et araaraaaaaes
Alamat e

2. Nama lengkap
Nomor Induk Kependudukan
Tempat/ tanggal lahir (umur)
Agama
Pendidikan
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Alamat

ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam}:

1. Lembar pertama untuk Wakif.

2. Lembar kedua untuk Nazhir.

3. Lembar Ketiga-untuk Mauquf ‘alaih.

4. lLembar Keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama
kabupaten/kota.

5. Lembar Kelima untiuk Badan Wakaf Indonesia.
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6. Lembar Keenam untuk instansi berwenang.

Demikian lkrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri tanpa
paksaan dari pihak lain.

Nazhir, Wakif,

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
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WSU. 2
AKTA IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK SELAIN UANG

NOMOr: ...vvverrvenrnennee Tahun ..o,
Pada hariini,............... tanggal................. Hitanggal.................... M
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat. Akta lkrar
Wakaf(PPAIW)Kecamatan................ Kabupaten/Kota..................

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
(PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/
diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada
kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap OO U VRO PTOUTUPPPUPPTURRRPORt
Nomor Induk Kependudukan @ ...
Tempatftanggal lahir (Uumur) @
Agama USSR
Pendidikan et aa et e e e e e nnaes
Pekerjaan O RURTU RO POUPOTPORSORI
Kewarganegaraan L U U TPTN
Alamat e
Jabatan (wakif organisasi/
badan hukum) USRS UPTP
Bertindak atas nama :perseorangan/organisasi/

badan hukum
selanjutnya disebut Wakif

2. Nama lengkap e
Nomor Induk Kependudukan @ ...............cocoviviiiienc e
Tempat/ tanggal lahir (UMUr) ;..o
Agama R PPUPPRUP PR POPPIP -
Pendidikan D e et a s
Pekerjaan T e
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Kewarganegaraan PP U PP

Alamat e nn e

Jabatan (Nazhir organisasi/

badan hukum) TR

Bertindak atas nama . perseorangan/organisasi/
badan hukum

selanjutnya disebut Nazhir

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf benda
bergerak selain uang kepada Nazhir berupa:

status OO OU TR OO
ukuran e ae et eae e e aereeans
surat-surat e
spesifikasi e ——————
untuk keperiuan '

jangka waktu 1SRRI
keterangan lain L e ———————————

dengan disaksikan oleh:

1. Nama L ettt e ee et et e ann e er e s
Nomor Induk Kependudukan ...,
Tempat/tanggal lahir (UML) @ e
Agama RPN
Pendidikan T et et e et e neeaae e en e s
Pekerjaan U PRSPPI
Kewarganegaraan T er e e
Alamat OO R PU O UPRTORTURTTTOUN

2. Nama e e e n e n e e ee s
Nomor Induk Kependudukan © ..........ccoooiiiiiiiiiice
Tempat/tanggal lahir (Umur} @
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Agama e

Pendidikan s
Pekerjaan OO OO PPN
Kewarganegaraan e e e
Alamat e

Demikian akta ini di buat dan diresmikan di.............cvieeee

pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta.

Salinan Akta lkrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1.

o

Lembar pertama untuk Wakif.

2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama

Lembar ketiga untuk maugquf ‘alaih.

kabupaten/kota.
Lembar kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
Lembar keenam untuk instansi berwenang.

Nazhir, Pejabat Pembuat Akta tkrar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

........................................ ) (.. )
NIP.
Saksi-saksi:
2 TSRO (e }
et e (oo )
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WSU. 2a

SALINAN AKTA IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK
SELAIN UANG

Nomor: ........cccueuenneeeen. Tahun ....ooeeveeennenn.
Padahariing,.................... tanggal.............. Hianggal............ M
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf (PPAIW) Kecamatan................Kabupaten/ Kota................

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
(PPAIW} dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/
diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada
kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap PPN UUPRPPTTPRRRN
Nomor Induk Kependudukan @ ..o,
Tempat/tanggal lahir (Umur) & .
Agama SO POPR DRI
Pendidikan T e eyt et e e
Pekerjaan SO
Kewarganegaraan PO U UTUTTUUTURON
Alamat e e

Jabatan (wakif organisasi/

badan hukum) U U T UP R TOURUPRPRTRI

Bertindak atas nama .perseoranganiorganisasi/
badan hukum

selanjutnya disebut Wakif

2. Nama lengkap L e e
Nomor induk Kependudukan : ...........ccooiiiinieninn,
Tempat/tanggal [ahir (umur) @ ...
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Agama SN O PP OR ORI

Pendidikan S POUPON
Pekerjaan L e s
Kewarganegaraan e ieercee e e e rn e et
Alamat © e ereeemeneeemereeeeoteereenteetaaantenas

Jabatan (Nazhir organisasi/

badan hukum} Lttt ireare e e ae i eaeaeereaees

Bertindak atas nama :perseoranganforganisasi/
badan hukum

selanjutnya disebut Nazhir

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf benda
bergerak selain uang kepada Nazhir berupa:

status T etreve et errenerran e e cea e ra e as
ukuran L ek iieraeererar e nane e neeens
surat-surat VO TUTU PRSI PUPRUUR
spesifikasi L ettt rr e ————————————————
untuk keperluan RS UOT U P PORTOTURRN
jangka waktu OSSP
keterangan lain B OO USN

dengan disaksikan oleh:

1. Nama T OUTRTUPPN
Nomor Induk Kependudukan @ ...,
Tempat/ tanggal lahir (umur) @ ...
Agama L erreeuiesrrreni e e n e eeans
Pendidikan SO UPTUUU PO PPN
Pekerjaan _ S RO RP RPN
Kewarganegaraan L e rererererrree e r e s e e
Alamat e e

2. Nama
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Nomor Induk Kependudukan & ..o

Tempat/ tanggal fahir (Umur} ;..
Agama © e eee et e e e ee e et e aanaaean
Pendidikan e
Pekerjaan e
Kewarganegaraan e e
Alamat L et

Demikian akta ini di buat dan diresmikan di.........................pada
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta.

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 {enam):

1.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.

3.

4. Lembar Keempat untuk kepala kantor kementerian agama

> o

Lembar pertama untuk Wakif.
Lembar Ketiga untuk Mauquf
kabupaten/kota.

Lembar Kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
Lembar Keenam untuk instansi berwenang.

.................... Tt s E A e e

Disalin sesuai dengan aslinya:
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
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Wsu. 3
AKTA PENGGANT! AKTA IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK

SELAIN UANG
NOMOI: ..o Tahun ....ccieniieennen
Pada hari ini,............. tanggal........... Hitanggal............... M
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan................. Kabupaten/ Kota
................ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami
kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan
kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta Pengganti ini;

1. Nama lengkap OO OO O TS PO PP POTPOUPROPRRPOt
Nomor [nduk Kependudukan ................................................
Tempat/tanggal [ahir (UmMUr) @ e
Agama L et
Pendidikan PO
Pekerjaan et e e n e e e e
Kewarganegaraan O SR RO RSO PR OPPUPROUPPUPTUTRUIN
Alamat TSP

Jabatan (wakif organisasi/

badan hukum) TR

Bertindak atas nama perseorangan} organisasi/
badan hukum

telah mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang berupa:
status e s

ukuran © ettt eerateveeeettetaannyernn e eraaeean s
surat-surat OO PO OUO PO SUUTPUR o
spesifikasi OSSRt
alamat L reveetttneraerr i ayre e anrraaeennrraan
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untuk keperluan SRR
jangka waktu OO TP PRPPIPRPPN
keterangan lain ettt aeerranrre

dengan disaksikan oleh:

1. Nama et e ae e
Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempat/ tanggal lahir (umur) ...............................................
Agama OO AP ORI
Pendidikan e e e e ee e nnenaaa
Pekerjaan et e an g nns
Kewarganegaraan OO UUUTOTPTOUUTPRRTTUON
Alamat SRS PRPR

2. Nama O OO U SR UPUOUPTOTTUURI
Nomor Induk Kependudukan ................................................

Tempat/tanggal lahir (Umur) @ .
Agama :

Pendidikan T ettt rer i e ttea et e e et et e anr
Pekerjaan L eretee et e et ettt e et et enreent———————————————
Kewarganegaraan U UUUSUURRN
Alamat e

Benda bergerak selain uang tersebut adalah wakaf dari:
Namalengkap e
Nomor Induk Kependudukan

Alamat T v e e et ea s

Diwakafkan pada tahun

Dikelola oleh Nazhir:
Nama lengkap
Nomor Induk Kependudukan
Tempat/tanggal iahir (umur} .
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Agama P

Pendidikan O N
Pekerjaan : TR
Kewarganegaraan e e
Alamat O O PRSP UP

Jabatan (Nazhir organisasi/

badan hukumy)

Bertindak atas nama :perseorangan/ organisasi/
badan hukum

Demikian akta ini di buat dan diresmikan di ..........cereeriinnee
pada hari dan tanggat tersebut pada bagian awal akta.

Akta Pengganti Akta lIkrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

el S

o tn

Lembar pertama untuk Wakif.

Lembar kedua untuk Nazhir.

Lembar Ketiga untuk Mauquf ‘alaih.

Lembar Keempat untuk kepala Kantor Kementerian Agama
kabupaten/kota.

Lembar Kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.

Lembar Keenam untuk instansi berwenang.

A e m AN RAM TR II R R E AR EAT

Nazhir, Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

NIP.

Saksi-saksi:
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WSU. 3a

SALINAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF
BENDA BERGERAK SELAIN UANG
NOMOF: crviiiiiicerinnens Tabhbun ...oovvivieriiseennee

Pada hari ini, ................. tanggal ............... H/
tanggal ................. M menghadap kepada kami sebagai Pejabat
Pembuat Akta [krar Wakaf (PPAIW) Kecamatan................c..........
Kabupaten/Kota.......................... Pasal 37 Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh
saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami
kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam
Akta Pengganti ini;

1. Nama lengkap e
Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempat/tanggal lahir (umur) .
Agama e et
Pendidikan PSSRSO UUPRUNUPPOR
Pekerjaan ey
Kewarganegaraan e e ae s
Alamat et e e e

Jabatan (wakif organisasi/

badan hukum) L e e

Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi/
badan hukum

telah mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang berupa:
status

ukuran

surat-surat
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spesifikasi T enieriiereerare e rr e e e e neennenan

alamat PRSP STOS OO
untuk keperluan L e rreetteer i rrr it e enernntaas
jangka waktu U U T URTUTRTOPIPOPPP
keterangan lainnya

................................................

dengan disaksikan oleh:

1. Nama U OO UO ORI POT PRSP
Nomaor Induk Kependudukan ................................................
Tempat/tanggal lahir (UmUr) e,
Agama et er e aen
Pendidikan P P PP UT O PTSTOS
Pekerjaan T e irrererrin ey rr e e e e e aneannenns
Kewarganegaraan O O
Alamat T et rrr e r i ay et e e et ae e e ennnrnn e e

2. Nama
Nomor Induk Kependudukan
Tempat/tanggal lahir (umur) @ .o
Agama U
Pendidikan © e errteetieeeene e e m e e eeeaanes
Pekerjaan L e arrea e e era e n e vraen
Kewarganegaraan T et rrreer e reeee e e ee e oae e aeraaeas
Alamat

Benda bergerak selain uang tersebul adalah wakaf dari:
Nama lengkap
Alamat
Diwakafkan pada tahun
Dikelola uleh Nazhir:
Nama lengkap TR P PP PSR PURRPIRRTUR
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Nomor Induk Kependudukan @ ............ccoooeiiiie e,

Tempat/tanggal lahir (umur) ;e
Agama PSR
Pendidikan U USSP
Pekerjaan T TP
Kewarganegaraan ettt
Alamat U U SUPR

Jabatan (wakif organisasi/

badan hukum) O O P UT UOPTSUPPP TP UURTURPPN

Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi/
badan hukum

Demikian akta ini di buat dan diresmikandi .................. pada

hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta.

Salinan Akta tkrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1.

o

Lembar pertama untuk Wakif.

2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3.
4. Lembar Keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama

Lembar Ketiga untuk Mauquf ‘alaih.

kabupaten/kota.
Lembar Kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
Lembar Keenam untuk instansi berwenang.

......................................................

Disalin sesuai dengan aslinya:
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
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WT. 4
PENGESAHAN NAZHIR PERSEORANGAN OLEH PPAIW

Nomor: ......ccecvveereen. Tahun ...
Pada hari ini,.......... tanggal........... HAianggal............ M  kami
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan............
Kabupaten/Kota....................... Pasal 37 Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat
Pembuat Akta |krar Wakaf {PPAIW) setelah mengadakan
penelitian seperlunya, mengesahkan:

1. Nama lengkap
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/ tanggal lahir {(umur} :
Agama

................................................

Pendidikan

Pekerjaan

Jabatan dalam Nazhir
Kewarganegaraan
Alamat

. Nama lengkap

.................................................

Nomor Induk Kependudukan : ........ccccooeeiinns

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama

Pendidikan

Pekerjaan

Jabatan dalam Nazhir
Kewarganegaraan
Alamat

. Nama’'lengkap

Nomor Induk Kependudukan ; ......
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Tempat/tanggal [ahit (UMUr) @ e

Agama e ererererr e e a ettt aa
Pendidikan L ieeeteer it bbaniasbieaaeera—etians
Pekerjaan L e eieea et et rn b an— b —— b n——rernternnaearaes
Jabatan dalam Nazhir e e r e
Kewarganegaraan O SO
Alamat e e e ae e aaee it e
4. Nama lengkap et e aae e
Nomor Induk Kependudukan
Tempat/tanggal lahir ( umur) ................................................
Agama D e
Pendidikan D e
Pekerjaan D et e aa b e aa s
Jabatan dalam Nazhir L e
Kewarganegaraan OO U EUU U POPTTPII
Alamat T et aee s

5. Nama lengkap
Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempat/tanggal lahir (umur)

Agama L oo
Pendidikan D e

Pekerjaan L erveetrrereres e eraeeaeeeannteaaann
Jabatan dalam Nazhir

Kewarganegaraan

Alamat

Sebagai Nazhir atas tanah wakaf seluas............cc.ovvereen ... M2
yang terietak di:

RT/RW, Desa/Kelurahan

Kec., Kab./Kota, Prov.
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Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.
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Disahkan di
pada tanggal

Pejabat Pembuat Akta |krar Wakaf



WSU. 4

PENGESAHAN NAZHIR PERSEORANGAN BENDA
BERGERAK SELAIN UANG

Pada hari ini,............ tanggal............... H/ tanggal............ M
kami sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW)
Kecamatan.................. Kabupaten/Kota.......................... Pasal 37
Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat
menjadi Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW)} setelah
mengadakan penelitian seperlunya, men sahkan :

1. Nama lengkap T PP P
Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempatftanggal lahir (umur) ................................................
Agama © e e ——————————————
Pendidikan OO U
Pekerjaan e e e e e
Jabatan dalam Nazhir e e
Kewarganegaraan PRSP PRI
Alamat

2. Nama lengkap L e ere et et s
Nomor Induk Kependudukan ..............................................
Tempatftanggal lahir (umur) ................................................
Agama SR OTSTUPPP PP
Pendidikan U P O TP PO UORSUUUEOPTURPP
Pekerjaan SO PRPPPO
Jabatan dalam Nazhir ROV O T POP R TSTURUTTURPRO
Kewarganegaraan F TR U PRV PR UORRPPRTPRN
Alamat TP U U P SO O URURUPOTPTPPN
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3. Nama lengkap OO P ORISR UPUPRTR

Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempatftanggal lahir (UMuUF) @
Agama SO OO TSRPPPOPN
Pendidikan L et car e e an
Pekerjaan TP OO U SRR RUP PP RURPRPPRUP
Jabatan dalam Nazhir ORI DU U PUSPRUN
Kewarganegaraan Lt
Alamat PSPPI
4. Nama lengkap NPT URO VR UPROPRO
Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempat/tanggal lahir (umur) ..
Agama U P PRSP
Pendidikan e ————————————
Pekerjaan PP CT PRI
Jabatan dalam Nazhir e e
Kewarganegaraan L et tetee e ar e neneeane e e e e nnrneee
Alamat et
5. Nama lengkap PO PPUP RS POIROTOUI
Nomor Induk Kependudukan ................................................
Tempat/tanggal lahir (umur) @ .
Agama L et r et r ey e n et
Pendidikan e bt ae s eenaeis
Pekerjaan e e e e e nenen
Jahatan dalam Nazhir T UPTUPORIPO
Kewarganegaraan ettt e e e an
Alamat PP

Sebagai Nazhir perseorangan atas wakaf benda bergerak selain
UANG DEIUPA.. oot bbb bbb yang
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beralamat di:

RT/RW, Desa/Kelurahan e et et
Kec., Kab. / Kota, Prov, L e e

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di :
pada tanggal :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
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WSU. 4a

SURAT PENGESAHAN NAZHIR ORGANISASI/BADAN
HUKUM BENDA
BERGERAK SELAIN UANG

NOMOTF: ....cciviiriiriinirnreineanas Tahun ...,
Pada hari ini, ............ tanggal .............. Hitanggal .............. M
kami sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf {PPAIW)
.................... Kabupaten/Kota........................ Pasal 37 Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi
Pejabat Pembuat Akla lkrar Wakaf {(PPAIW), setelah mengadakan
penelitian seperlunya, mengesahkan:

1. Nama Organisasi/ Badan
Hukum

2. Nomor Akta Notaris

3. Pimpinan pusat
berkedudukan di

4. Susunan pengurus:
a. Ketua
b. Sekretaris
¢. Bendahara

kegiatan organisasi:

Sebagai Nazhir organisasi/ badan hukum atas wakaf Benda
bergerak selain uang berupa ...
yang beralamat di:

RT/RW, Desa/Kelurahan
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Kec., Kab./Kota, Prov.

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di ;
pada tanggal -

Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 2 Desember 2014

RIREKTUR JENDERAL
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA
CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK
DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

Tata Cara Pengisian Formulir Perwakafan Benda Tidak
Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang sebagat berikut:

WT. 1
WT. 2
WT. 2a
WT. 3
WT. 3a
WT. 4

R

7. WT. 4a

8. WT.5

9. WT. 5a

10.WT. 5b

11. WT.
12.WT. K

]

13.7.P
14.WSU. 1
15.WSU. 2

lkrar Wakaf Tanah;

Akta lkrar Wakaf Tanah;

Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah;

Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf Tanah;
Salinan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf Tanah;
Pengesahan Nazhir Perseorangan bagi Wakaf
Benda Tidak Bergerak;

Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum
bagi Wakaf Benda Tidak Bergerak;

Laporan Nazhir (Persecrangan Tentang Penge-
lolaan Wakaf Tanah;

Laporan Nazhir (Organisasi) Tentang Penge-
lolaan Wakaf Tanah;

Laporan Nazhir (Badan Hukum) Tentang
Pengelolaan Wakaf Tanah;

Pendaftaran Tanah Wakaf;

Keterangan Kepala Desa/ Lurah tentang Tanah
Wakaf;

Pendaftaran Tanah Wakaf Lama;

lkrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;

Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;



1.

16. WSU, 2a Salinan Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak Selain
Uang;

17.WSU. 3 Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf Benda
Bergerak Selain Uang;

18. WSU. 3a Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda
Bergerak Selain Uang;

19.WSU. 4 Pengesahan Nazhir Perseorangan bagi Wakaf
Benda Bergerak Selain Uang; dan

20.WSU. 4a Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum
bagi Wakaf Benda Bergerak Selain Uang.

Ikrar Wakaf Tanah (WT.1)
a. Kolom Wakif

1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai KTP.
Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan
hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama
pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar masing-masing.

2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

3) Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan,
pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat ditulis
sesuai dengan KTP,

4) Kolom Jabatan diisi apabila wakif organisasi/ badan
hukum, vaitu ditulis nama jabatan wakif dalam
kepengurusan organisasi atau badan hukum.

5) Bertindak atas nama dicoret salah satu perseorangan
atau organisasi atau badan hukum dengan satu garis.

6) Kolom hari, bulan penulisannya dengan menggunakan
huruf, sedangkan tanggal, tahun pelaksanaan ikrar
wakaf penulisannya dengan menggunakan angka.
Contoh: Selasa, 18 November 2014 M.
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b. Kolom Data dan keterangan harta benda wakaf

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

Kolom status dan nomor hak diisi sesuai dengan
sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah
susun.

Kolom alas hak/ surat lain diisi apabila belum
bersertipikat, dan ditulis sesuai tanda bukti pemilikan
tanah lainnya.

Kolom luas, Batas, dan letak ditulis sesuai dengan
sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah
susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan
wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
yang dilakukan oleh wakif.

Kolom Nazhir

Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP. Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan
hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama
yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau bad an
hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar masing-masing.

Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP,

Tempat dan tanggal lahirfumur, agama, pendidikan,
pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai
dengan KTP.

d. Kolom Saksi-saksi

1)

Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP.

2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK

~yang ada di KTP.



3) Tempat dan tanggal lahirfumur, agama, pendidikan,
pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai
dengan KTP.

e. Kolom Tanda Tangan

1) Dikakikutipan ditulis nama kota kabupaten/kotamadya,
tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf.
Selanjutnya dibawahnya untuk kolom wakif dibububhi
meterai 6000 dan ditandatangani oleh wakif/ kuasanya,
serta dibawahnya ditulis nama terang.

2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan
dibawahnya ditulis nama terang.

3) Untuk kolom Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
(PPAIW) ditandatangani oleh PPAIW, selanjutnya
dibawahnya ditulis nama terang dan NIP Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW).

2. Akta lkrar Wakaf Tanah (WT. 2}

a. Di bawah tulisan Akta |krar Wakaf ada nomor yang
harus diisi yaitu nomor dari Akta Ikrar Wakaf. Penulisan
nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk
blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah
KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa {ditulis
menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh:
WT.2/001/01/1X/2015. Penjelasan : WT.2 adalah kode
blanko Akta lkrar Wakaf Tanah, 001 adalah nomor surat
peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan
setempat, 1X adalah bulan September, 2015 adalah tahun
pembuatan akta.

b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf
serta kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya
menggunakan huruf. Contoh : Pada hari ini, senin tanggal
dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap
kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Kecamatan ............c..cccoeeee. Kabupaten/Kota ................oe
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¢. Kolom Wakif

1)

°)

Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai KTP.
Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan
hukum, maka nama yang dicartumkan adalah nama
pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar masing-masing.

Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan KTP,

Kolom Jabatan diisi apabila wakif organisasi/ badan
hukum, ditulis nama jabatan wakif dalam kepengurusan
organisasi atau badan hukum.

Bertindak atas nama dicoret salah satu perseorangan
atau organisasi atau badan hukum dengan satu garis.

d. Kolom Nazhir

1)

4)

Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP. Dalam hal nazhir adalah crganisasi atau badan
hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama
yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan
hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar masing-masing.

Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

Kolom tempat dan tanggal iahirfumur, agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan KTP.

Kolom jabatan diisi apabila nazhir organisasi/

.badan hukum, ditulis nama jabatan nazhir dalam

kepengurusan organisasi atau badan hukum.



5) Kolom bertindak atas nama dicoret salah satu
perseorangan atau organisasi atau badan hukum
dengan satu garis.

. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf

1) Kolom status dan nomor hak diisi sesuai dengan
sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah
susun.

2) Kolom alas hak/ surat lain diisi apabila belum ber-
sertipikat, dan ditulis sesuai tanda bukti pemilikan
tanah lainnya.

3) Kolom luas, batas, dan letak ditulis sesuai dengan
sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah
susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

4) Kolomuntuk keperluan diisi sesuaidengan peruntukkan
wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
yang dilakukan oleh wakif.

Kolom Saksi-saksi

1} Kolom Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai
Kartu Tanda Penduduk.

2) Nomor induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

3) Kolom Tempat dan tanggal lahirfumur, agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan KTP.

. Kolom Tanda Tangan

1} Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/
kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar
wakaf. Selanjutnya dibawahnya untuk kolom Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf {(PPAIW) dibubuhi meterai
6000 dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta
lkrar Wakaf (PPAIW), serta dibawahnya ditulis nama
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terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
(PPAIW).

2} Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan
dibawahnya ditulis nama terang.

3} Untuk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-
saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf,
selanjutnya di dalam kurung ditulis nama terang.

3. Salinan Akta lkrar Wakaf Tanah (WT. 2a)
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a.

Di bawah tulisan Salinan Akta tkrar Wakaf ada nomor
yang harus diisi yaitu nomor dari Salinan Akta lkrar
Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu
kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode
wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis
menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh:
WT.2a/001/01/1X/2015. Penjelasan ; WT.2a adalah kode
blanko Salinan Akta lkrar Wakaf Tanah, 001 adalah
nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah
KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September,
2015 adalah tahun pembuatan salinan akta.

Pada dasarnya pengisian Salinan Akta lkrar Wakaf (WT.
2a) sama dengan penulisan Akta lkrar Wakaf (WT. 2),
oleh karena itu pengisiannya sebagaimana penjelasan
pada pengisian Akta lkrar Wakaf (WT. 2).

Kolom Tanda Tangan.

Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya,
tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf.
Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Akta |krar Wakaf (PPAIW)}, serta ditulis nama
terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
(PPAIW).



4. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah (WT. 3)

a. Di bawah tulisan Akta Pengganti lkrar Wakaf ada nomor
yang harus diisi yaitu nomor dari Akta lkrar Wakaf.
Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu
kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode
wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis
menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa, Contoh:
WT.3/001/01/1X/2015. Penjelasan . WT.3 adalah kode
blanko Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf Tanah, 001 adalah
nomar surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA
Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015
adalah tahun pembuatan akta.

b. Han, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan

Akta Pengganti Akia Ikrar Wakaf serta kecamatan dan
Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan
huruf.
Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun
dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai
Pejabat Pembuat Akta |krar Wakaf (PPAIW) Kecamatan
................. Kabupaten/Kota ..............

c. Kolom Pemohon

1} Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP. Dalam hal pemohon adalah organisasi atau
badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah
nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar masing-masing.

2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

3) Kolom tempat dan tanggal lahir {umur), agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan surat keterangan kepala desa/ lurah
yang dicocokkan dengan KTP.
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4)

1)

2)

1)

2)

3)

Daiam hal bertindak untuk dan atas nama dipilih salah
satu yang sesuai. Untuk kolom pilihan Kepala Desa/
Lurah ditulis nama Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten, dan Provinsi. Sedangkan untuk kolom
organisasi‘badan hukum ditulis nama organisasi/
badan hukum, serta nomor akta notaris.

. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf

Kolom status dan nomor hak diisi sesuai dengan
sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah
susun.

Kolom alas hak/ surat lain diisi apabila belum
bersertipikat, dan ditulis sesuai tanda bukt pemilikan
tanah lainnya.

Kolom luas, batas, dan letak ditulis sesuai dengan
sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah
susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan
wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
yang dilakukan oleh wakif.

. Kolom Saksi-saksi

Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
surat keterangan kepala desa/ lurah yang dicocokkan
dengan KTP.

Nomor induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP

Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan KTP.

Kolom Wakif

.

Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP.



2} Kolom alamat diisi sesuai dengan dengan KTP.

3)

1)
2}

3)

4)

5)

Kolom diwakafkan tahun diisi tahun peristiwa wakaf
tersebut. Dalam hal wakif sudah meninggal dunia,
diisi sesuai dengan surat keterangan ahli waris wakif,
kepala desa/ lurah, dan masyarakat atau saksi yang
mengetahui keberadaan benda wakaf,

. Kolom Nazhir

Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP.

Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan KTP.

Koiom jabatan diisi apabila nazhir organisasi/
badan hukum, ditulis nama jabatan nazhir dalam
kepengurusan organisasi atau badan hukum,

Kolom bertindak atas nama dicoret salah satu
perseorangan atau organisasi atau badan hukum
dengan satu garis.

. Kolom Tanda Tangan

1)

2)

3)

Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kota-
madya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar
wakaf. Selanjutnya dibawahnya dibubuhi meterai 8000
dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW).

Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan
dibawahnya ditulis nama terang.

Untuk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-
saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf,
selanjutnya ditulis nama terang. '
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5. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah (WT. 3a)
a. Dibawah tulisan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Salinan Akta
Pengganti Akta |lkrar Wakaf. Penulisan nomor tersebut
ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat
peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat,
bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi)
dan tahun peristiwa. Contoh : WT.3a/001/01/I1X/2015.
Penjelasan : WT.3a adalah kode blanko Salinan Akta
Pengganti Akta lkrar Wakaf Tanah, 001 adalah nomor
surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA
Kecamatan setempat, |X adalah bulan September, 2015
adatah tahun pembuatan salinan akta.

. Padadasarnyapengisian Salinan Akta Pengganti Akta lkrar

Wakaf (WT. 3a) sama dengan penulisan Akta Pengganti
tkrar Wakaf (WT. 3a), oleh karena itu pengisiannya
sebagaimana penjelasan pada pengisian Akta Pengganti
Ikrar Wakaf (WT. 3a).

Kolom Tanda Tangan

Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya,
tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf.
Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama
terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta tkrar Wakaf
{PPAIW).

6. Pengesahan Nazhir Perseorangan oleh PPAIW (WT. 4)
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a. Di bawah tulisan Pengesahan Nazhir Perseorangan

oleh PPAIW ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari
Pengesahan Nazhir Persecrangan. Penulisan nomor
tersebut ditulis secara urut, vaitu kode bentuk blanko,
nomor urut Pengesahan Nazhir Perseorangan, nomor kode
wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis



menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh:
WT.4/001/01/1X/2015. Penjelasan : WT .4 adalah kode
blanko Pengesahan Nazhir Perseorangan, 001 adalah
nomor urut surat Pengesahan Nazhir Perseorangan, 01
adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX
adalah bulan September, 2015 adalah tahun peristiwa.

. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan
Pengesahan Nazhir Perseorangan serta kecamatan dan
Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan
huruf,

Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun
dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan
Kabupaten/ Kota

. Angka 1,234, dan 5, kolom nama ditulis lengkap tidak
disingkat, sesuai dengan KTP.

. Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang
ada di KTP.

. Kolom tempat/ tanggal lahir, agama, pendidikan,
pekerjaan, kewarganegaraan, alamat diisi sesuai dengan
KTP.

Kolom jabatan datam nazhir ditulis nama jabatan dalam
kepengurusan nazhir.

. Kolom luas dan letak tanah ditulis sesuai dengan sertifikat
hak atas tanah atau sertifikat atas satuan rumah susun
atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

. Kolom Tanda Tangan

Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/
kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya
Pengesahan Nazhir Perseorangan. Selanjutnya dibawah-
nya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
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7. Pengesahan Nazhir Crganisasi/ Badan Hukum (WT. 4a)
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a.

Di bawah tulisan Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan
Hukum ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari
Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum. Penulisan
nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk
blanko, nomgr urut pengesahan nazhir, ncmor kode
wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis
menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh:
WT.4a/001/01/1X/2015. Penjelasan : WT.4a adalah kode
blanko Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum, 001
adalah nomor urut surat Pengesahan Nazhir Organisasi/
Badan Hukum, 01 adalah nomor kode wilayah KUA
Kecamatan setempat, 1X adalah bulan September, 2015
adalah tahun peristiwa.

Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan
surat Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum serta
kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah
menggunakan huruf.

Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun
dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai
Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf {PPAIW) Kecamatan ........... Kabupaten/

Kolom Nama Organisasi/Badan Hukum dan Nomor
Akta Notaris ditulis sesuai dengan akta notaris tentang
pendirian dan anggaran dasar organisasi/ Badan Hukum.
Kedudukan pimpinan pusat ditulis nama kota kabupaten/
kotamadya sesuai dengan akta notaris tentang pendirian
dan anggaran dasar organisasi/ Badan Hukum.

Susunan Pengurus ditulis nama ketua, sekretaris, dan
bendahara organisasi/badan hukum sesuai dengan daftar
susunan pengurus.



f.

> a

Kegiatan Organisasi diisi kegiatan-kegiatan di bidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan
[slam yang dilaksanakan oleh organisasi/badan hukum.
Kolom data dan keterangan harta benda wakaf

Luas tanah wakaf, alamat/ letak tanah diisi sesuai surat-
surat dan/ atau bukti-bukti kepemilikan.

Kolom Tanda Tangan

Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/
kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya
Surat Pengesahan Organisasi/Badan Hukum. Selanjutnya
dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta
lkrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW).

8. Bentuk Laporan Nazhir (Perseorangan) Tentang Pengelolaan
Wakaf Tanah (WT. 5)

a.

Angka 1, ditulis status, luas, surat-surat, batas-batas, dan
alamat harta benda wakaf sesuai dengan sertifikat hak
atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda
bukti pemilikan tanah lainnya.

Angka 2, ditulis peruntukan harta benda wakaf sesuai
dengan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
Angka 3, ditulis pengembangan dan pengelolaan harta
benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum
dalam Akta lkrar Wakaf (AIW).

. Angka 4, ditulis sesuai dengan laporan keuangan

pengeiolaan harta benda wakaf yang dibuat oleh nazhir
{perseorangany).

Angka 5, ditulis pemanfaatan harta benda wakaf sesuai
dengan peruntukan harta benda wakaf.

Angka 6, ditulis identitas wakif dan nazhir sesuai dengan
Ikrar Wakaf Tanah.
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g.

Angka 7, ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah
atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukdi
pemilikan tanah lainnya.

Angka 8, diisi apabila ada perubahan status, ditulis alasan
perubahan status dan surat rekomendasi dari Menteri
Agama.

Angka 9, apabila ada pergantian nazhir, ditulis alasan
pergantian nazhir dan surat ketetapan dari BWI.

Kolom tanda tangan

Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya,
tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan, Selanjutnya
dibawahnya ditandatangani cleh nazhir, serta ditulis nama
terang.

9. Bentuk Laporan Nazhir (Organisasi) Tentang Pengelolaan
Wakaf Tanah {(WT. 5a)
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a.

Angka 1, ditulis status, luas, surat-surat, batas-batas, dan
alamat harta benda wakaf sesuai dengan serfifikat hak
atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda
bukti pemilikan tanah lainnya.

Angka 2, ditulis peruntukan harta benda wakaf sesuai
dengan yang tercantum datam Akta Ikrar Wakaf (AlW).
Angka 3, ditulis pengembangan dan pengelolaan harta
benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum
dalam Akta lkrar Wakaf (AIW).

Angka 4, ditulis sesuai dengan laporan keuangan
pengelolaan harta benda wakaf yang dibuat oleh nazhir
{(organisasi).

Angka 35, ditulis pemanfaatan harta benda wakaf sesuai
dengan peruntukan harta benda wakaf.

Angka 6, ditulis identitas wakif dan nazhir sesuai dengan.
Ikrar Wakaf Tanah.



g. Angka 7, ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah

atau sertifikat satuan rumab susun atau tanda bukti
pemilikan tanah lainnya.

Angka 8, diisi apabila ada perubahan status, ditulis alasan
perubahan status dan surat rekomendasi dari Menteri
Agama.

Angka 9, apabila ada pergantian nazhir, ditulis alasan
pergantian nazhir dan surat ketetapan dari BWI.

Kolom tanda tangan

Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya,
tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan. Selanjutnya
dibawahnya ditandatangani oleh Ketua Orgamisasi, dan
Sekretaris Organisasi, serta ditulis nama terang.

10. Bentuk Laporan Nazhir (Badan Hukum) Tentang Pengelolaan
Wakaf Tanah (WT. 5b)

a.

Angka 1, ditulis status, luas, surat-surat, batas-batas, dan
alamat harta benda wakaf sesuai dengan sertifikat hak
atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda
bukti pemilikan tanah lainnya.

Angka 2, ditulis peruntukan harta benda wakaf sesuai
dengan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Angka 3, ditulis pengembangan dan pengelolaan harta
benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum
dalam Akta lkrar Wakaf (AIW).

Angka 4, ditulis sesuai dengan laporan keuangan
pengelolaan harta benda wakaf yang dibuat oleh nazhir
(badan hukum}.

Angka 5, ditulis pemanfaatan harta benda wakaf sesuai
dengan peruntukan harta benda wakaf.

Angka 6, ditulis identitas wakif dan nazhir sesuai dengan
lkrar Wakaf Tanah.
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g. Angka 7, ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah

atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti
pemilikan tanah lainnya.

Angka 8, diisi apabila ada perubahan status, ditulis alasan
perubahan status dan surat rekomendasi dari Menteri
Agama.

Angka 9, apabila ada pergantian nazhir, ditulis alasan
pergantian nazhir dan surat ketetapan dari BWI.

Kolom tanda tangan

Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya,
tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan. Selanjutnya
dibawahnya ditandatangani oleh Direktur, dan Sekretaris,
serta ditulis nama terang.

11. Pendaftaran Tanah Wakaf (WT. 6}
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a)

b)

C)

Di kolom Kementerian Agama Republik indonesia Kantor
Urusan Agama Kecamatan diisi kecamatan tempat
dilaksakannya pendaftaran tanah,

Kolom nomor ditulis sesuai dengan nomor surat
pendaftaran tanah wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis
secara urut, yaitu kode blanko Pendaftaran Tanah Wakaf
{WT.6), nomor urut dalam bulan itu, bulan pelaksanaan
(ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun
pelaksanaan pendaftaran tersebut. Contoh : WT.6/10/11/
2014. Penjelasan : WT.6 adalah kode blanko pendaftaran
tanah wakaf, 10 adalah nomor urut dalam bulan itu, 1l
adalah bulan Februari, 2014 adalah tahun pelaksanaan
pendaftaran,

Kelom lampiran ditulis berapa lembar jumlah lampiran
surat dalam pendaftaran tanah. B

Kolom kabupaten/ kota diisi nama kabu paten/ kota tempat
dilaksanakannya pendaftaran tanah.



e) Di kolom tanda tangan, ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama
terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
(PPAIW).

f} Tembusan pada angka 1, ditujukan kepada Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat
dilaksanakannya pendaftaran tanah.

12.Keterangan Kepala Desa/ Lurah Tentang Tanah Wakaf
(WT K)

a. DikolomPemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan,
Desa/ Kelurahan diisi Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/
Kelurahan tempat tanah wakaf berada.

b. Di bawah tulisan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah
Tentang Tanah Wakaf ada nomor yang harus diisi
yaitu nomor dari Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah
Tentang Tanah Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis
secara urut, yaitu kode blanko Keterangan Kepala Desa/
Lurah Tentang Tanah Wakaf {(WT.K), nomor urut dalam
butan itu, bulan pelaksanaan (ditulis menggunakan
huruf romawi) dan tahun pelaksanaan pembuatan surat
keterangan. Contoh : WT.K/11/VI/2014. Penjelasan : WT.K
adalah kode blanko Keterangan Kepala Desa/lLurah
Tentang Tanah, 11 adalab nomor urut dalam bulan itu, VI
adalah bulan Juni, 2014 adalah tahun pembuatan surat.

¢. Kolom status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat
diisi sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat
atas satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah
lainnya.

d. Kolom Tanda Tangan, ditandatangani oleh masing-masing
pihak. Untuk kolom Kepala Desa‘Lurah ditandatangani
oleh Kepala Desa/ Lurah dan dibawahnya ditulis nama
terang. Kemudian untuk kolom Pejabat Pembuat Akta
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Ikrar Wakaf ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta
lkrar Wakaf dan dibawahnya ditulis nama terang, serta
NIP Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf.

13. Pendaftaran Tanah Wakaf Lama (T.P)
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a)

b)

Di kolom nomor diisi nomor Pendaftaran Tanah Wakaf
Lama. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu
kode blanko Pendaftaran Tanah Wakaf Lama (7.P),
nomor urut dalam bulan itu, bulan pelaksanaan (ditulis
menggunakan huruf romawi} dan tahun pelaksanaan
pendaftaran. Contoh : T.P/9/V/2012. Penjelasan : T.P
adalah kode blanko Pendaftaran Tanah Wakaf Lama, 9
adalah nomor urut dalam bulan itu, V adaiah bulan Mei,
2012 adalah tahun pendaftaran tanah wakaf lama.

Di sebelah kolom nomor diisi nama kota kabupaten/
kotamadya, tanggal, bulan dan tabun pelaksanaan
pendaftaran tanah wakaf lama.

Kolom lampiran ditulis berapa lembar jumlah lampiran
surat pendaftaran tanah.

Kolom Kecamatan diisi nama kecamatan tempat tanah
wakaf lama didaftarkan.

Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.

Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada pada KTP.

Tempat tanggal lahir (umur), agam a, pendidikan,
pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai
dengan Kartu Tanda Penduduk.

Status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat diisi
sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat atas
satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah
lainnya.



i) Kolom nazhir diisi sesuai dengan surat pengesahan
nazhir, yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, atau
nazhir badan hukum.

j}) Kolom wakaf untuk keperluan diisi sesuai dengan
peruntukkan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
yang dilakukan oleh wakif.

k) Kolom tanda tangan ditandatangani oleh pendaftar dan
ditulis nama terang.

14. Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 1)
a. Kolom Wakif

1)

2}

Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP. Dalam hal wakif adalah wakif organisasi atau
badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah
nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar masing-masing.

Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP,

Tempat dan tanggal {ahir (umur), agama, pendidikan,
pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai
dengan KTP.

Jabatan (Wakif Badan Hukum) diisi nama jabatan wakif
dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
Bertindak atas nama diisi apabila wakif tidak dapat
hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, maka ditulis
nama lengkap kuasanya yang telah ditunjuk oleh wakif
sesuai dengan surat kuasa.

Kolom hari ini, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan wakaf.

307



308

h. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Status, ukuran, surat-surat, spesifikasi, dan alamat diisi
sesuai dengan surat-surat dan/atau bukti kepemilikan
benda bergerak selain uang.

Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntuk-
kan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
yang dilakukan oleh wakif,

Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah
punah, maka peruntukannya ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan pertimbangan BW! sebagaimana di-
maksud pada pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 41 Tahun 2004.

Kolom jangka wakiu ditulis sesuai dengan keinginan
wakif yaitu untuk waktu yang terbatas (muaqqat) atau
tidak terbatas (muabbad).

Kolom Nazhir

Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP. Dalam hal nazhir adalah nazhir organisasi atau
badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah
nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau
badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada KTP.

Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan,
pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai
dengan KTP.

d. Kolom Saksi-saksi

1)

‘Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan

KTP.



2} Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

3) Tempat dan tanggal |ahir (umur), agama, pendidikan,
pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai
dengan KTP,

e. Kolom Tanda Tangan

1. Dikakikutipanditulis namakota kabupaten/kotamadya,
tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf.
Selanjutnya dibawahnya untuk kolom wakif dibubuhi
meterai 6000 dan ditandatangani oleh wakif/ kuasanya,
serta dibawahnya ditulis nama terang.

2. Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan
dibawahnya ditulis nama terang.

3. Untuk kolom Pejabat Pembuat Akta lkrar VWakaf
(PPAIW) ditandatangani oleh PPAIW, selanjutnya
dibawahnya ditulis nama terang dan NIP Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf.

15. Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 2}

a. Dibawah tulisan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain
Uang ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Akta
lkrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang. Penulisan
nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk
blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah
KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis
menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh:
WGSU.2/001/01/1X/2015. Penjelasan; WSU.2 adalah kode
blanko Akta tkrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang,
001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode
wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan
September, 2015 adalah tahun pembuatan akta.

b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf
serta wilayah dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah
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menggunakan huruf. Contoh : Pada hari ini, senin tanggal
dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap
kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta |krar Wakaf
(PPAIW) Kecamatan................. Kabupaten/Kota ..............
Provinsi ............cc..oo

Kolom Wakif

1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan
hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama
pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar masing-masing.

2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

3) Kolom Tempat dan tanggal lahir {umur), agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan keterangan kepala desa/ lurah
yang dicocokkan dengan KTP.

4) Kolom Jabatan (Wakif Badan Hukum) diisi nama
jabatan wakif dalam kepengurusan organisasi atau
badan hukum.

5) Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan
dicoret yang tidak perlu.

Kolom Nazhir

1} Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP. Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan
hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama
yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan
hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar masing-masing.

2} Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.



3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan KTP.

4} Kolom Jabatan {Nazhir Badan Hukum) diisi nama
jabatan nazhir dalam kepengurusan organisasi atau
badan hukum.

3) Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan
dicoret yang tidak perlu.

. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf

1) Status, ukuran, surat-surat, spesifikasi, dan alamat diisi
sesuai dengan surat-surat dan/atau bukti kepemilikan
benda bergerak selain uang,

2) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan

wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-undang Nomeor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
yang dilakukan oleh wakif.
Dalam hal sesama kerabat dan wakaf ahli telah
punah, maka peruntukannya ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan pertimbangan BWI sebagaimana
dimaksud pada pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 41 Tahun 2004.

3} Kolom jangka waktu ditulis sesuai dengan keinginan
wakif yaitu untuk waktu yang terbatas (muaqqgat) atau
tidak terbatas (muabbad).

4) Keterangan lain, diisi apabila ada keterangan lain

Kolom Saksi-saksi

1) Kolom Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai
dengan KTP.

2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.
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3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan KTP,

Kolom Tanda Tangan

1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/
kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar
wakaf. Selanjutnya dibawahnya untuk kolom Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibubuhi meterai
6000 dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW), serta dibawahnya ditulis nama
terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan
dibawahnya ditulis nama terang.
3) Untuk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-

saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf,
selanjutnya dibawahnya ditulis nama terang.

16. Salinan Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU.

2a)

a. Dibawahtulisan Salinan Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak
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Selain Uang ada nomor yang harus diisi yaitu nomor
dari Salinan Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak Selain
Uang. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu
kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode
wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis
menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh:
WSU.2a/001/01/1X/2015. Penjelasan: WSU.2a adalah
kode blanko Salinan Akta |krar Wakaf Benda Bergerak
Selain Uang, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah
nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, 1X adalah
bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan akia.

. Pada dasarnya pengisian Salinan Akta lkrar Wakaf Benda

Bergerak Selain Uang (WSU. 2a) sama dengan penulisan



Akta tkrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU.2),
oleh karena itu pengisiannya sebagaimana penjelasan
pada pengisian Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak Selain
Uang (WSU.2).
c. Kolem Tanda Tangan

Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya,
tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf.
Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Akta ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama
terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta lIkrar Wakaf.

17.Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak Selain
Uang (WSU. 3)

a. Di bawah tulisan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf Benda
Bergerak selain Uang ada nomor yang harus diisi yaitu
nomor dari Akta Pengganti Akta tkrar Wakaf Benda
Bergerak Selain Uang. Penulisan nomor tersebut ditulis
secara urul, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat
peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat,
bulan peristiva (ditulis menggunakan huruf romawi)
dan tahun peristiwa. Contoh : W3SU.3/001/01/1X/2015.
Penjelasan: WSU.3 adalah kode blanko Akta Pengganti
Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah
nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA
Kecamatan setempat, 1X adalah bulan September, 2015
adalah tahun pembuatan akta.

b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan
Akta Pengganti Akta |krar Wakaf Benda Bergerak Selain
Uang serta wilayah dan Kabupaten/ Kota, penulisannya
adalah menggunakan huruf.

Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun
dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan
................ Kabupaten/Kota .................. Provinsi ..............
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¢. Kolom Pemohon

1)

&)

1)

2)

Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP. Dalam hal pemochon adalah organisasi atau
badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah
nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum
yang bersangkutan sesuaidengan ketentuan anggaran
dasar masing-masing.

Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

Kolom Tempat dan tanggal lahir {umur), agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan KTP.

Kolom Jabatan (Wakif Organisasi/ Badan Hukum)
diisi nama jabatan pemohon dalam kepengurusan
organisasi atau badan hukum.

Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan
dicoret yang tidak perlu.

Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf

Status, ukuran, surat-surat, spesifikasi, dan alamat diisi
sesuai dengan surat-surat dan/atau bukti kepemilikan
benda bergerak selain uang,

Kolomuntuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan
wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
yang dilakukan oleh wakif.

Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah
punah, maka peruntukannya ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan pertimbangan BWI sebagaimana di-
maksud pada pasal 30 ayat (6} Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

‘undang Nomor 41 Tahun 2004.



4) Kolom jangka waktu ditulis sesuai dengan keinginan
wakif yaitu untuk waktu yang terbatas (muaqgqat) atau
tidak terbatas (muabbad).

5) Kolom keterangan lain, diisi apabila ada keterangan
lain

. Kolom Saksi-saksi

1} Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP.

2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

3) Kolom Tempat dan tanggal lahir {umur}, agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan KTP,

Kolom Wakif

1} Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP.

2} Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

3) Kolom alamat diisi sesuai dengan KTP.

4) Kolom diwakafkan tahun diisi tahun peristiwa wakaf
tersebut. Dalam hal wakif sudah meninggal dunia,
diisi sesuai dengan surat keterangan ahli waris wakif,
kepala desa/ lurah, dan masyarakat atau saksi yang
mengetahui keberadaan Benda wakaf.

. Kolom Nazhir

1) Nama dituiis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP.

2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan KTP.
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4) Kolom Jabatan dalam Nazhir diisi nama jabatan nazhir
dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.

5) Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan
dicoret yang tidak perlu.

. Kolom Tanda Tangan

1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/
kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan
ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya dibubuhi meterai
6000 dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akia
Ikrar Wakaf (PPAIW)}, serta ditulis nama terang dan
NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan
dibawahnya ditulis nama terang.

3) Unituk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-
saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf,
selanjutnya di dalam kurung ditulis nama terang.

18.Salinan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf Benda Bergerak
Selain Uang (WSU. 3a)

a. Dibawah tulisan Salinan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf
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Benda Bergerak selain Uang ada nomor yang ha rus diisi
yaitu nomor dari Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
Benda Bergerak Selain Uang. Penulisan nomor tersebut
ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat
peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat,
bulan peristiwa {ditulis menggunakan huruf romawi) dan
tahun perstiwa. Contoh ; WS U.3a/ 001/ 01/ IX/ 2015.
Penjelasan: WSU.3a adalah kode blanko Salinan Akta
Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang,
001 adalah romor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode
wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan
September, 2015 adalah tahun pembuatan salinan akta.



b. Pada dasarnya pengisian Salinan Akta Pengganti Akta
Ikrar Wakaf.

¢. Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 3a) sama dengan
penulisan Akta Pengganti lkrar Wakaf Benda Bergerak
selain Uang (WSU. 3), oleh karena itu pengisiannya
sebagaimana penjelasan pada pengisian Akta Pengganti
Ikrar Wakaf Benda bergerak Selain Uang (WSU. 3).

d. Kolem Tanda Tangan

e. Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya,
tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf.
Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama
terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf,

19. Pengesahan Nazhir Perseorangan Benda Bergerak Selain
Uang (WSU. 4)

a. Dibawah tulisan Surat Pengesahan Nazhir Persecrangan
Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSWU. 4) ada nomor
yang harus diisi yaitu nomor dari Surat Pengesahan
Nazhir. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu
kode bentuk blanko, nomor urut surat pengesahan nazhir,
nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan
peristiwa {ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun
peristiwa. Contoh : WSU.4/001/01/1X/2015. Penjelasan:
WSU .4 adalah kode blanke Surat Pengesahan Nazhir
Perseorangan Benda Bergerak Seiain Uang, 001 adalah
nomor urut pengesahan nazhir, 01 adalah nomor kode
wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan
September, 2015 adalah tahun peristiwa.

b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan
Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan serta kecamatan
dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan
huruf.
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Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun
dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan .....................
Kabupaten/Kota ......o..oooeeeiiiiil

c. Kolom Nazhir

1} Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP.

2} Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK
yang ada di KTP.

3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat
diisi sesuai dengan KTP.

4) Kolom Jabatan dalam Nazhir diisi nama jabatan nazhir
dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.

d. Kolom Wakif

1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan
KTP.

2} Kolom alamat diisi sesuai dengan dengan KTP.

3) Kolom diwakafkan tahun diisi tahun peristiwa wakaf
tersebut. Dalam hal wakif sudah meninggal dunia,
diisi sesuai dengan surat keterangan ahli waris wakif,
kepala desa/ lurah, dan masyarakat atau saksi yang
mengetahui keberadaan benda wakaf.

€. Kolom Tanda Tangan

Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/
kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya
Surat Pengesahan Nazhir Persecrangan. Selanjutnya
dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf {PPAIW) dan ditulis nama terang.

20. Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum Wakaf Benda
Bergerak Selain Uang (WSU. 4a)
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Di bawah tulisan Surat Pengesahan Nazhir Organisasi/
Badan Hukum Wakaf Benda Bergerak Selain Uang
(WSU, 4a) ada nomor yang harus diisi. Penulisan nomor
tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko,
nomor urut surat pengesahan nazhir, nomor kode wilayah
KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis
menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh:
WSU . 4a/001/01/1X/2015. Penjelasan : WSU.4 adalah
kode blanke Surat Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan
Hukum Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor
urut pengesahan nazhir, 01 adalah nomor kode wilayah
KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September,
2015 adalah tahun peristiwa.

Kolom Nama Organisasi/Badan Hukum dan Nomor
Akta Notaris ditulis sesuai dengan akta notaris tentang
pendirian dan anggaran dasar organisasi/badan hukum,

Kedudukan pimpinan pusat ditulis nama kota
kabupaten/kotamadya sesuai dengan akta notaris tentang
pendirian dan anggaran dasar organisasi/ badan hukum.
Susunan Pengurus ditulis nama ketua, sekretaris, dan
bendahara organisasi/badan hukum sesuai dengan daftar
susunan pengurus.

Kegiatan Organisasi diisi kegiatan-kegiatan di bidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan
Islam yang dilaksanakan oleh organisasi/badan hukum.
Kolom data dan keterangan harta benda wakaf

Jenis dan letak/alamat benda wakaf diisi sesuai surat-
surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan benda bergerak
selain uang.

Kolom Tanda Tangan

Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/
kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya
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Surat Pengesahan Organisasi/Badan Hukum. Selanjutnya
dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL
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